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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Deskripsi Teori 

 1. Pengertian Supervisi (kepengawasan). 

Secara etimologi, kata ”pengawasan (supervisi)”, berasal dari 

istilah Inggris ”supervision”, terdiri dari dua kata ”super (lebih)” dan 

”Vision (melihat)”, yang berarti ”melihat dari atas”
1
 yakni melihat 

dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang 

melakukan supervisi tersebut, dikenal dengan supervisor atau 

pengawas. Bahwa pengawasan pendidikan atau supervisi pendidikan 

”Adalah pembinaan kearah perbaikan situasi pendidikan pada 

umumnya dan peningkatan mutu belajar mengajar dikelas pada 

khususnya”.
2
 

Beberapa pendapat tentang Supervisi pendidikan atau 

Kepengawasan adalah: 

(1). Teknik pelayanan yang bertujuan untuk mempelajari dan 

memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Burton dan 

Brueckner, 1955) 
3
 

                                                             
1  Suharsimi,Arikunto (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta Halaman 4 
2
 H.M.Amin & Subagio Thaib (2005), Kepengawasan Pendidikan. Jakarta 

Depag RI hal 2  
3  Stuckart,Jeffrey Daniel, Glanz Daniel .2010.Education on classroom 

observation gained momentum, Supervision as ameans of improving instruction h 124 
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(2).  Setiap pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan mengahasilkan 

perbaikan instruksional, layanan belajar, dan perkembangan 

kurikulum (Neagley, 1980) 
4
 

(3). Suatu bantuan dalam pengembangan dan peningkatan situasi 

pembelajaran yang lebih baik (Kimball Wiles, 1956) 
5
 

(4). Ide-ide pokok dalam menggalakkan pertumbuhan profesional guru, 

mengembangkan kepemimpinan demokratis, melepaskan energi, 

memecahkan masalah belajar mengajar dengan efektif 
6
 

(5). Segala usaha dari pejabat sekolah yang diangkat dan diarahkan 

pada penyediaan kepemimpinan bagi guru dan tenaga 

kependidikan lain dalam perbaikan pengajaran, memberi simulasi 

untuk pertumbuhan jabatan guru yang lebih profesional, seleksi 

dan revisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode-

metode pengajaran, dan evaluasi pengajaran (Carter Good‟s 

Dictionary of Education).
7
 

Supervisi adalah pengawasan profesional yang dijalankan 

berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.
8

  Oleh karena itu Pengawas 

satuan Pendidikan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan pengawas 

apalagi oleh orang yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi harus 

                                                             
4
 Pangaribuan, 2008. Hand Book for Effective Supevision of Instruction,New 

Jersey: Prentice Hall 
5

Syaiful Sagala (2008) Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

kependidikan .Bandung Alfabeta Hal 194-195 
6

Ngalim Purwanto (2006). Administrasi dan Supervisi 

Pendidikan. Bandung, PT Remaja Rosdakarya  Hal 223 
7
  Ibid Hal 223 

8
 Dadang Suhardan, (2006). Supervisi Bantuan Profesional,. Bandung. Mutiara 

Ilmu Hal 28 
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dijalankan oleh orang yang sesuai keahliannya. Dan semua 

pakar menyepakati bahwa ”Supervisi Pendidikan merupakan disiplin 

ilmu yang memfokuskan diri pada pengkajian peningkatan situasi 

belajar mengajar, memberdayakan guru dan mempertinggi kualitas 

mengajar”. Sebagai dampak meningkatnya kualitas pembelajaran, tentu 

dapat meningkat pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti 

meningkatlah kualitas lulusan sekolah itu. 
9

 Disamping itu pula 

kegiatan pokok supervisi pada umumnya adalah melakukan pembinaan 

kepada sekolah. 

Apabila didasarkan pada konsep pengertian di atas, kegiatan 

supervisi dibedakan menjadi dua, yaitu (1) supervisi akademik 

(pengawasan business core/pengawasan operasional), dan (2). Supervisi 

administrasi (pengawasan manajerial/pengawasan organisasional).
10

 

Supervisi akademik, menitik beratkan pengamatan pada masalah yang 

langsung berada dalam lingkup pembelajaran yang dilakukan guru 

untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar. Sedangkan 

supervisi administrasi, menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek 

administrasi sebagai lingkungan belajar yang berfungsi mendukung 

terlaksananya pembelajaran. Kedua bentuk kegiatan supervisi itu, 

disebut sebagai supervisi pendidikan. Pengawasan pendidikan di 

sekolah bersifat ”student-driven”, yang kepentingan utamanya adalah 

                                                             
9
 Suharsini Arikunto, S. (2007). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (cetakan 

ketujuh). Jakarta: Bumi Aksara.Hal 5 
10

 Suharsimi Arikunto, (2004). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta Halaman 5 
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menjamin mutu pembelajaran sehingga dicapai hasil belajar yang 

bermutu.
11

  

Jadi pada hakikatnya, supervisi adalah sebagai bantuan dan 

bimbingan atau tuntunan profesional bagi kepala sekolah dan guru 

dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar 

dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan 

secara kontinu sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran. 

Pengawas sebagai supervisor harus betul-betul mengerti bantuan apa 

yang dibutuhkan oleh Kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan 

dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Meningkatkan mutu 

pembelajaran menjadi landasan profesionalisme supervisi pendidikan, 

karenanya diperlukan perubahan dan pengembangan visi berorientasi 

pada mutu, kecerdasan siswa, dan paradigma baru pendidikan. 

Sebagaimana Alfonso, Neagley dan Evans, dan Marks Stroops  

melukiskan hubungan supervisi, Interaksi Supervisi Pendidikan 
12

 

Interaksi Supervisi Pendidikan 

 

 

 

Gambar 1.1 Supervisi Pendidikan 

                                                             
11

 Djam‟an Satori, (2001). Pengawasan Pendidkan di sekolah. Bandung, 

Universitas Pendidikan Indonesia hal 2 
12

  Rifaldi (2014), Inspirasi Manajemen Pendidikan, Jurnal Mahasiswa 
Unesa.ac.id 
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 Gambar 1.1 Interaksi supervisi layanan kepada Kepala Sekolah 

dan guru yang disebut dengan pembinaan profesional dengan 

memberikan pendidikan Interaksi dalam kegiatan supervisi pendidikan 

ditampakkan pada: (1) perilaku supervisor dalam memberi penguatan 

pada perilaku mengajar guru; (2) supervisor membantu menumbuhkan 

profesionalisme guru dengan meningkatkan intensitas pelayanan 

supervisor terhadap guru; dan (3) upaya guru membantu peserta didik 

mencapai harapan belajarnya dengan menggunakan teknik-teknik yang 

sesuai dengan tuntutan belajarnya. Artinya kemampuan supervisor 

memberi supervisi kepada guru mengatasi kesulitan belajar siswa 

menjadi jaminan bahwa kualitas layanan belajar sesuai harapan.  

2. Tujuan Supervisi Pengawas Sekolah 

Supervisi pendidikan menurut Amatembun haruslah 

memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus, yaitu 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh kegiatan yang betul-betul 

dapat membantu meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugas 

mengajar sebagai tugas utamanya. Kegiatan supervisi yang lebih efektif 

dilakukan apabila supervisor mempersiapkan segala sesuatunya dengan 

cermat, persiapan yang cermat itulah yang dapat membantu guru 

mencari dan memecahkan masalah belajar peserta didik. Dengan 

demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi adalah untuk 

mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan 

berkualitas khususnya yang dilakukan oleh guru. Secara Nasional, 

tujuan konkrit dari supervisi pendidikan adalah: 
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 1) Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan. 

 2) Membantu guru membimbing pengalaman belajar murid. 

 3) Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, metode 

dan pengalaman belajar.  

4) Membantu dalam menilai kemajuan murid dan hasil pekerjaan guru 

itu sendiri. 
13

  

  Tujuan di sini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

 a)   Tujuan supervisi pendidikan secara umum adalah mengembangkan 

situasi belajar dan mengajar yang lebih baik melalui pembinaan 

dan peningkatan profesi mengajar. Usaha-usaha ke arah 

perbaikan belajar mengajar ini ditujukan kepada pencapaian 

tujuan akhir dari pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak 

secara maksimal. 

 b)  Tujuan khusus dari supervisi pendidikan adalah sebagaimana 

pendapatnya M. Rifai,  yaitu: 

 1)  Membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari 

tujuan-tujuan pendidikan disekolah dan fungsi sekolah 

dalam mencapai tujuan pendidikan.  

                                                             
13

 Bapadal (2003), Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Amalia Betaliza, 
Academia.edu, 1. 
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2)  Membantu guru agar mereka lebih mengerti dan menyadari 

kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, 

supaya dapat membantu siswa lebih baik. 

 3) Untuk melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan 

cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan 

kegiatan-kegiatan yang profesional di sekolah dan 

hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama 

meningkatkan kemampuan masing-masing.  

4) Menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan 

memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu 

dengan memberikan tugas-tugas tanggung jawab yang 

sesuai dengan kemampuanya. 

5) Membantu guru meningkatkan penampilanya di ruang 

kelas.  

6) Membantu guru dalam masa orientasi supaya cepat 

menyesuaikan diri dengan tugasnya dan mendayagunakan 

kemampuanya secara maksimal. 

 7) Membantu menemukan kesulitan belajar siswa-siswanya 

dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikan.  
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8) Menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar 

batas kewajaran, baik dari dalam (sekolah) maupun dari 

luar (masyarakat).
14

 

Jadi, tujuan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan 

situasi belajar mengajar yang lebih baik dan berkualitas khususnya 

yang dilakukan oleh guru. Dalam supervisi pendidikan, Pengawas 

sekolah selaku supervisor harus mampu merefleksikan semua tujuan di 

atas. Dengan melaksanakan semua tujuan-tujuan di atas diharapkan 

terjadi perubahan perilaku mengajar guru ke arah yang lebih baik yang 

pada akhirnya akan menunjang prestasi belajar siswa.  

3. Fungsi Supervisi Pengawas Sekolah  

Fungsi utama dari supervisi adalah pada perbaikan dan 

peningkatan kualitas pengajaran, hal ini sesuai dengan pernyataan dari 

Franseth Jane maupun Ayer (dalam Encyclopedia of Educational 

research): Chester Harris bahwa membina program pengajaran yang 

ada sebaik-baiknya sehingga ada usaha perbaikan merupakan fungsi 

utama supervisi.
15

 

 Sedangkan menurut Briggs bahwa fungsi utama supervisi bukan 

perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, 

dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Ada analisa yang 

lebih luas seperti yang dikemukakan oleh Swearingen dalam bukunya 

                                                             
14

 Ngalim Purwanto, Administrasi dan supervisi pendidikan (Bandung : 

Remaja Rosda karya, 2013) Hal 26, 27 
15

 Ngalim Purwanto Administrasi dan supervisi pendidikan (Bandung : Remaja 

Rosda karya, 2013) Hal 26 
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Supervision of Instruction – Fondation and Dimension (1961) yang 

menjelaskan delapan fungsi supervisi.
16

 

1)  Mengkoordinasi semua usaha sekolah  

2)  Melengkapi kepemimpinan sekolah 

3)  Memperluas pengalaman guru-guru 

4)  Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif  

5)  Memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus 

6)  Menganalisis situasi belajar-mengajar 

7)  Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap 

anggota staf 

8)  Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam 

merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan 

kemampuan mengajar guru-guru.  

Selain itu, fungsi-fungsi supervisi yang sangat penting diketahui 

oleh para pemimpin termasuk Pengawas dan kepala sekolah, menurut 

Ngalim Purwanto adalah sebagai berikut:  

1. Dalam Bidang Kepemimpinan:  

a. Menyusun rencana dan policy bersama.  

                                                             
16

 Sahertian Piet A, (2000) Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, 
Hal 21.  
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b. Mengikut sertakan anggota kelompok (guru, murid dan karyawan) 

dalam berbagai kegiatan.  

c. Memberi bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi 

dan memecahkan persoalan. 
17

 

2. Dalam Hubungan Kemanusiaan:  

a. Memanfaatkan kesalahan yang pernah dialaminya untuk dijadikan 

pelajaran demi perbaikan selanjutnya.  

b. Mengarahkan anggota kelompok pada sikap dan demokratis.  

c. Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang 

dihadapi anggota kelompok. 

3. Dalam Pembinaan Proses Kelompok :  

a. Mengenal masing- masing pribadi anggota kelompok baik 

kelemahan maupun kemampuannya.  

b. Menimbulkan dan memelihara sikap percaya antara sesama 

anggota maupun antara anggota dengan pemimpinya.  

c. Memupuk sikap dan kesedihan tolong menolong. 

d. Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota.  

4. Dalam Bidang Administrasi Personal: 
18

 

                                                             
17

 Loc.cit Ngalim Purwanto  Hal 27 
18

 Syaiful Sagala 2008, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 
Kependidikan Bandung alfabeta h 194-195 
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 a. Menempatkan personal pada tempat dan tugas yang sesuai 

dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. 

 b.  Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan 

meningkatkan daya kerja serta hasil maximal  

5. Dalam Bidang Evaluasi: 

 a.  Menguasai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data 

yang lengkap, benar dan dapat diolah menurut norma - norma 

yang ada. 

 b.  Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian yang 

mendapat gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan 

mengadakan perbaikan-perbaikan.
19

 

 Dari beberapa penjelasan fungsi di atas, maka menjadi jelas 

juga bahwa peran utama dari fungsi supervisi pendidikan adalah 

membantu meneliti, menilai, memperbaiki dan menumbuhkan suatu 

iklim perbaikan bagi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, 

agar mereka dapat mengajar lebih baik lagi dan profesional. Sehingga 

yang pada akhirnya diharapkan tujuan pendidikan dapat tercapai 

dengan maksimal.  

4. Prinsip-Prinsip Supervisi Pengawas Sekolah  

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di 

lingkungan pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir yang 

bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif. 

                                                             
19

 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: 
Remaja Rosda Karya, 2013, Hal 86-87 
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Untuk itu Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas profesional 

sebagai seorang supervisor harus berlandaskan prinsip-prinsip supervisi 

demi kesuksesan tugasnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:
20

  

1.  Prinsip Ilmiah (Scientific) Prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri 

sebagai berikut:  

a) Sistematis yang berarti dilaksanakan secara teratur, terencana, dan 

berkelanjutan.  

b) Objektif yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi 

nyata.  

c) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data, 

seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. 

2. Prinsip Demokratis Service dan bantuan yang diberikan pada guru 

berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan 

sehingga Kepala sekolah dan guru-guru merasa aman untuk 

mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna yang 

menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan 

atasan dan bawahan tapi berdasarkan kesejawatan. 

3. Prinsip Kooperatif, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan, Mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan 

situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

 4. Prinsip Konstruktif dan Kreatif Membina inisiatif guru dan 

mendorong guru untuk aktif menciptakan suasana pembelajaran 

                                                             
20

 Sahertian Piet A, (2000) Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, 
Hal 19. 
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yang menimbulkan rasa aman dan bebas mengembangkan potensi-

potensinya.
21

 Sedangkan menurut Pangaribuan yang dikemukakan 

oleh Syaiful Sagala, bahwa prinsip-prinsip yang harus dijadikan 

pedoman dan diterapkan dalam mengembangkan supervisi adalah: 

 1.  Ilmiah, 

 Kegiatan supervisi yang dilaksanakan harus benar-benar 

sistematis, obyektif, dan menggunakan instrumen atau sarana 

yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat 

menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap 

situasi belajar mengajar.  

2.  Kooperatif, 

 Program supervisi dikembangkan atas dasar kerjasama antar 

supervisor dengan supervisee, sehingga kepala sekolah mampu 

bekerjasama dengan guru-guru, peserta didik, dan seluruh 

warga sekolah yang berkepentingan dalam peningkatan 

kualitas belajar mengajar.  

3. Konstruktif dan kreatif, 

 Supervisor mampu membina guru agar mengambil inisiatif 

sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar, serta 

mampu menggerakkan guru-guru untuk mengembangkan diri 

dan profesinya sehingga giat memperbaiki program pengajaran 

dan pendidikan secara konstruktif. 

                                                             
21

 Subroto Suryo, Manajemen Pendidikan di Sekolah, ( Jakarta: Rineke Cipta, 
2004), 176 
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2. Realistik  

Pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan 

memperhatikan segala sesuatu yang sungguh-sungguh ada di 

dalam suatu situasi atau kondisi secara obyektif. Dan harus 

dihindari terjadinya kegiatan yang sifatnya berpura-pura atau 

program yang muluk-muluk.  

3. Progresif 

 Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan 

perhatian apakah setiap langkah yang ditempuh memperoleh 

kemajuan.  

4. Inovatif 

Supervisor dan guru-guru harus terbuka terhadap perubahan 

yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. 

Sehingga mampu  mengikhtiarkan perubahan dengan 

penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu 

pendidikan. Pengawas perlu menyesuaikan diri dengan 

prinsip-prinsip tersebut dengan cara memahami dan menguasai 

dengan seksama tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dan 

guru sebagai tenaga kependidikan yang profesional, karena 

jika sikap supervisor yang memaksakan kehendak, menakut-

nakuti kepala sekolah  guru, dan perilaku negatif lainnya akan 

melumpuhkan kreatif guru. Sikap korektif tersebut harus 

diganti dengan sikap kreatif, dimana setiap orang mampu 

menumbuhkan dan mengembangkan kreatifitasnya untuk 

perbaikan pengajaran.  
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5. Tipe-tipe Supervisi Pengawas Sekolah  

Menurut Burton dan Brueckner mengemukakan adanya lima tipe 

supervisi, yaitu: 
22

 

1) Supervisi sebagai inspeksi. 

 Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong 

guru untuk mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja 

sebagai pendidik dan pengajar. Inspeksi dijalankan untuk meneliti/ 

mengawasi apakah guru atau bawahan menjalankan apa yang telah 

diinstruksikan dan ditentukan oleh atasan atau tidak. Jadi inspeksi 

adalah kegiatan-kegiatan mencari kesalahan. Untuk menentukan 

baik buruknya guru/ bawahan dilihat semata-mata dari: sampai 

dimana ketaatan dan kebaikannya menjalankan tugas-tugas atasan 

tersebut. Guru-guru atau bawahan tidak pernah diminta pendapat 

dan diajak merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tugasnya. Inspeksi merupakan tipe kepengawasan yang otokratis.  

2)  Laissez faire  

Tipe ini merupakan kepengawasan yang sama sekali tidak 

konstruktif. Kepengawasan Laissez faire membiarkan guru-guru/ 

bawahan bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk dan 

bimbingan. Guru-guru boleh menjalankan tugasnya menurut apa 

yang mereka sukai, boleh mengajar apa yang mereka inginkan dan 

dengan cara yang mereka kehendaki. Hal yang demikian bukanlah 

demokrasi, melainkan justru suatu kepengawasan yang lemah dan 

                                                             
22

 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: 
PT. Remaja Rosdkarya, 2000), Hal  48   
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tanpa tanggung jawab. Seorang kepala sekolah yang termasuk tipe 

ini sama sekali tidak memberikan bantuan, pengawasan, dan 

koreksi terhadap pekerjaan guru-guru/ anggota yang dipimpinya. 

Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan sepenuhnya kepada 

mereka masing-masing tanpa petunjuk atau saran-saran, dan tanpa 

adanya koordinasi. 

 3)  Coercive supervision 

 Tipe kepengawasan ini bersifat otoriter, hampir sama dengan 

kepengawasan yang bersifat inspeksi. Di dalam tindakan 

kepengawasannya si pengawas bersifat memaksakan segala 

sesuatu yang dianggapnya benar dan baik menurut pendapatnya 

sendiri. Dalam hal ini pendapat dan inisiatif guru tidak dihiraukan 

atau tidak dipertimbangkan, yang terpenting guru harus tunduk dan 

menuruti petunjuk-petunjuk yang dianggap baik oleh supervisor itu 

sendiri.  

4)  Supervisi sebagai latihan bimbingan  

Tipe supervisi ini berlandaskan suatu pandangan bahwa pendidikan 

itu merupakan proses pertumbuhan bimbingan, juga berlandaskan 

pandangan bahwa orang-orang yang diangkat sebagai guru pada 

umumnya telah mendapat pendidikan pre-service di sekolah guru. 

Oleh karena itu, supervisi yang dilakukan selanjutnya ialah untuk 

melatih (to train) dan memberi bimbingan (to guide) kepada guru-

guru tersebut dalam tugas pekerjaannya sebagai guru. Tipe ini baik 

terutama bagi guru-guru yang baru mulai mengajar setelah keluar 

dari sekolah guru. 
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 5) Kepengawasan yang demokrasi  

Dalam kepemimpinan yang demokratis, supervisi bersifat 

demokrasi pula. Dalam hal ini supervisi merupakan kepemimpinan 

pendidikan secara kooperatif. Supervisi bukan lagi suatu pekerjaan 

yang dipegang oleh seorang petugas melainkan merupakan 

pekerjaan-pekerjaan bersama yang dikoordinasikan. Tanggung 

jawab tidak dipegang sendiri oleh supervisor melainkan dibagi-

bagikan kepada para anggota sesuai dengan tingkat, keahlian, dan 

kecakapannya masing-masing. Pada hakikatnya, sebaiknya 

supervisor secara mutlak harus menggunakan salah satu dari tipe-

tipe di atas, tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi atau 

permasalahan yang dihadapi, maka seorang supervisor harus bisa 

luwes dan berbaur. 

6.  Teknik-Teknik Supervisi Pengawas Sekolah  

Upaya untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan 

potensi sumber daya guru dapat dilaksanakan dengan berbagai 

teknik supervisi. Menurut WJS Purwo Darminto bahwa teknik 

adalah cara yang dipakai dalam supervisi, teknik supervisi adalah 

metode-metode yang dipakai oleh supervisor dalam melaksanakan 

supervisi.
23

 Pada umumnya alat dan teknik supervisi dapat 

dibedakan dalam dua macam alat atau teknik,
24

 yaitu: teknik 

                                                             
23

 Made Pidarta, Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2000), Hal 209 

24
 Sahertian Piet A, 2000. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan 

Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta. 
Hal. 52. 
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individual dan teknik kelompok. Adapun teknik-teknik supervisi 

yang dimaksud tersebut adalah: 

1).Teknik Individual  

Teknik individual adalah pelaksanaan supervisi pendidikan yang 

diberikan pada guru-guru tertentu yang mempunyai masalah dan 

bersifat perorangan. Bila masalah yang dihadapi adalah masalah 

yang bersifat pribadi, apalagi khusus atau secret, maka teknik yang 

digunakan sebaiknya adalah teknik individual/perorangan dengan 

pertemuan empat mata dan dijamin kerahasiaannya.
25

 Teknik-teknik 

supervisi pendidikan yang bersifat individual antara lain adalah 

seperti: kunjungan kelas, observasi kelas, dan saling mengunjungi 

kelas. 

a. Kunjungan Kelas 

 Kunjungan kelas adalah kunjungan sewaktu-waktu yang 

dilakukan oleh seorang supervisor untuk melihat atau mengamati 

seorang guru yang sedang mengajar yang berfungsi sebagai alat 

untuk mendorong guru agar meningkatkan cara mengajar guru 

dan cara belajar siswa dan bertujuan memperoleh data mengenai 

keadaan yang sebenarnya untuk melihat apa kelemahan yang 

sekiranya perlu diperbaiki. Dan memperoleh data yang 

diperlukan bagi tindakan-tindakan administratif dalam usaha 

menyediakan fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk 

membina situasi belajar mengajar yang lebih baik.
26
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 Gunawan Ari H, Administrasi Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 202. 
26

 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. 
Remaja Rosdkarya, 2000), 104 
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b. Observasi   

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan evaluasi dengan 

jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, dan 

rasional mengenai fenomena- fenomena yang diselidiki.
27

 

Kegiatan observasi kelas merupakan salah satu cara untuk 

menentukan data-data aktual dan kongkrit tentang masalah-

masalah yang dihadapi guru di depan kelas. Dengan observasi 

kelas, supervisor dapat mempelajari situasi belajar mengajar 

yang sedang berlangsung yang meliputi faktor-faktor yang 

berpengaruh di dalamnya yang mencakup kegiatan-kegiatan 

guru, kegiatan-kegiatan murid, dan masalah-masalah yang 

timbul, serta proses belajar mengajar tersebut. 

c. Saling Mengunjungi (Intervisition)  

Kelas Kunjungan antar kelas dapat pula digolongkan sebagai 

teknik layanan atau pembinaan profesional secara perseorangan, 

yang dimaksud dengan saling mengunjungi (intervisition) kelas 

ialah seorang guru mengunjungi guru lain yang sedang 

mengajar, ataupun mengadakan observasi. Saling mengunjungi 

(intervisition) kelas ini perlu diatur dan dikembangkan dengan 

sebaik-baiknya. Walaupun kunjungan ini berlangsung antar guru 

yang satu dengan yang lain, pengaturan dan  perencanan 

dilakukan bersama -sama dengan Pengawas / supervisor. 
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2). Teknik Kelompok  

 Teknik yang bersifat kelompok adalah teknik-teknik yang 

digunakan itu dilaksanakan bersama-sama oleh supervisor dengan 

sejumlah guru dalam satu kelompok. Bila supervisor 

memperhitungkan bahwa masalah yang dihadapi bawahannya 

adalah sejenis, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan teknik 

kelompok.
28

 Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan di antaranya 

adalah: 

a. Studi Kelompok Antar Guru  

Guru-guru yang mengajar dalam mata pelajaran yang sama 

berkumpul untuk mempelajari suatu masalah yang sama, atau 

sejumlah bahan mata pelajaran, selain itu juga membahas ilmu 

pengetahuan yang sedang berkembang. 

 b.  Diskusi Kelompok/Tukar Menukar Pendapat  

Hakikat diskusi terletak pada suatu kegiatan saling bertukar 

pikiran mengenai suatu masalah antara dua orang atau lebih. 

Pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk dipecahkan 

bersama. Dengan adanya diskusi dapat mengembangkan 

keterampilan anggota atau guru dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan dengan jalan betukar pikiran di antara guru. Dalam 

diskusi ini, supervisor dapat memberikan pengarahan, 

bimbingan, nasehat-nasehat, ataupun saran saran yang 

diperlukan.  

                                                             
28
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c. Pelajaran Contoh (Demontrasen Teaching)  

Dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang bersifat kelompok, 

bilamana supervisor itu memberikan penjelasan-penjelasan 

kepada guru-guru tentang mengajar yang baik, setelah seorang 

guru yang baik memberikan pejelasan kepada guru-guru yang 

dikunjungi sebelumnya. Dan dapat dikatakan juga sebagai 

teknik yang bersifat perorangan, jika supervisor menggunakan 

suatu kelas dan memberikan penjelasan tentang teknik mengajar 

yang baik bagi seorang guru. Suatu demonstrasi yang baik harus 

direncanakan dengan teliti dan mempunyai suatu tujuan tertentu 

dan memberi kesempatan kepada guru untuk melihat metode-

metode mengajar yang baru atau berbeda.
29

  Sudah banyak hal 

yang diketahui oleh para guru, tetapi apa yang diketahui itu 

belum dilaksanakan dalam praktek pengajaran sehari-hari. Maka 

yang tepenting ialah bagaimana metode ini dipergunakan lebih 

efektif. Bagi guru-guru nasehat saja tidak cukup. Mereka 

memerlukan contoh bagaimana mempergunakan metode itu 

dalam pengajaran secara efektif. Di sini nyatalah betapa 

pentingnya demonstrasi mengajar sebagai salah satu teknik 

supervisi pendidikan. Demonstrasi hendaklah dilakukan oleh 

orang yang ahli, mungkin kepala sekolah, mungkin 

penilik/pengawas, seorang guru, atau ahli yang lainnya.  

Jadi, semua teknik-teknik supervisi pendidikan tersebut di atas 

merupakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, bukan suatu 
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tujuannya yang hendak dicapai. Namun hanya sebagai alat yang dapat 

dianggap efektif dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.   

B. Pengawas Sekolah 

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan 

manajerial pada satuan pendidikan. 

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional 

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang 

untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial 

pada satuan pendidikan. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan 

akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam 

rumpun pendidikan lainnya. 

Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada 

sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Pengawas Sekolah adalah 

jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus 

sebagai PNS. Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan 

tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan 

yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan 

pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, 
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evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas 

kepengawasan di daerah khusus. 

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas 

adalah:  menyusun program pengawasan, melaksanakan program 

pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program 

pengawasan dan membimbing dan melatih profesional 

Guru;  meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni; menjunjung tinggi peraturan 

perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan memelihara 

dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode 

kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan atau 

mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Pejabat 

yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus 

memenuhi syarat sebagai berikut:  masih berstatus sebagai Guru dan 

memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling 

sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tarnbahan sebagai 

kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan 

pendidikannya masing-masing; berijazah paling rendah Sarjana (S1) I 

Diploma IV bidang Pendidikan; memiliki keterampilan dan keahlian 

yang sesuai dengan bidang pengawasan;  memiliki pangkat paling 
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rendah Penata, golongan ruang IIIc;  usia paling tinggi 55 (linla puluh 

lima) tahun; lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan 

memperoleh STTPP; dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan 

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang 

bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah 

mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional. Pengawas 

Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di 

bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pengawas sekolah melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah 

binaan, dan dapat lintas satuan pendidikan pada 

provinsi/kabupaten/kota yang sama atau antar kabupaten/kota sesuai 

dengan ketetapan pejabat yang berwenang. Kegiatan pengawasan 

sekolah menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 21 Tahun 

2010 meliputi pengawasan akademik dan manajerial, regulasi tersebut 

ditindaklanjuti oleh Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional 

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011. 

Nomor 6 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 

Kreditnya.
30

 

Pengawasan adalah bantuan profesional kemitraan melalui dialog 

masalah pendidikan dalam rangka membantu guru, kepala sekolah 

dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai upaya 

meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah binaannya. Pengawasan 

juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan pemantauan untuk 

memastikan bahwa kegiatan di sekolah terlaksana seperti yang 

direncanakan. 

1. Perilaku Pengawas Sekolah dalam Satuan Pendidikan 

Pendekatan perilaku (behavioral approach) adalah pendekatan 

yang didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan 

pemimpin disebabkan oleh sikap dan gaya kepemimpinan seseorang. 

Pendekatan perilaku merupakan konsep kepemimpinan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip mendidik. Tidak seorangpun akan mengingkari 

bahwa salah satu fungsi pendidikan adalah mengubah tingkahlaku.
31

  

Para pemimpin pendidikan, termasuk Pengawas satuan pendidikan, 

kepala sekolah, dan para guru, perlu menyadari bahwa setiap lembaga 

pendidikan memiliki keberagaman situasi, sehingga memerlukan 

perilaku kepemimpinan yang berbeda. Setiap kelas memiliki semangat 

dan suasana yang berlainan, sehingga diperlukan cara pelayanan dan 
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cara mengajar yang bervariasi dari seorang guru berpengalaman. 

Dengan mengetahui berbagai model dan gaya kepemimpinan, 

diharapkan stakeholder pendidikan (pengawas dan kepala sekolah) 

dapat memilih dan menerapkan perilaku kepemimpinan mana yang 

dipandang lebih efektif berdasarkan sifat-sifat, perilaku kelompok, dan 

kondisi serta situasi lembaga yang dibinanya. 

Beberapa sifat yang diperlukan dalam kepemimpinan pendidikan 

antara lain : (a). Rendah hati dan sederhana, ia hendaknya lebih banyak 

bertanya dan mendengarkan dari pada berkata dan menyuruh. 

(b). Bersifat suka menolong, senantiasa siap sedia membantu anggota-

anggotanya tanpa diminta bantuannya, namun tidak memaksakan. 

(c). Sabar dan memiliki kestabilan emosi,tidak memperlihatkan 

kekecewaannya dalam menghadapi kegagalan dan sebaliknya. 

(d). Percaya kepada diri sendiri, menaruh kepercayaan sepenuhnya 

kepada anggota-anggotanya, percaya bahwa mereka pasti bisa 

melakukan tugas dengan baik. (e). Jujur, adil, dan dapat dipercaya, 

selalu menepati janji dan tidak lekas mengubah haluan, hati-hati dalam 

mengambil keputusan dan teliti dalam melaksanaannya seta berani 

mengakui kesalahan dan kekurangan sendiri. (f). Keahlian dalam 

jabatan, ahli dalam bidang pekerjaan yang dipimpinnya. 
32

 

Sifat a sampai e yang telah disebutkan itu berkaitan dengan sifat-

sifat watak pribadi yang sebagian besar adalah hasil pengaruh faktor-

faktor pembawaan dan lingkungan, yang memberikan kedudukan yang 

kuat bagi kita untuk melakukan interaksi kemanusiaan. Namun, 

                                                             
32

 M. Ngalim Purwanto, (2008). Administrasi dan Supervisi Pendidikan ( Cet 

Ke 18- Cet Ke 1, ). Bandung PT. Remaja Rosdakarya Hal 55-58 



42 
 

42 
 

bagaimanapun besarnya kesediaan kita untuk membantu kelompok 

dalam kesulitan-kesulitan pekerjaan, tanpa keahlian yang memadai, 

maka tentunya kita tidak dapat memberikan bantuan yang diperlukan. 

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin 

adalah : 

1). Keahlian dan pengetahuan yaqng dimiliki oleh pemimpin untuk 

menjalankan kepemimpinannya 

2). Jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan 

jabatannya 

3). Sifat-sifat kepribadian pemimpin. Secara psikologis manusia itu 

berbeda-beda sifat, watak, dan kepribadiannya. Ada yang bertindak 

tegas dan keras tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. 

4). Sifat-sifat kepribadian pengikut atau kelompok yang 

dipimpinnya.Ada lima macam kepengikutan karena naluri atau 

nafsu, tradisi dan adat, agama dan budi nurani, rasio dan 

kepengikutan karena peraturan hukum.
33

 

5). Sangsi-sangsi yang ada ditangan pemimpin. Kekuatan- kekuatan 

yang ada dibelakang pemimpin menentukan sikap dan tingkah 

lakunya.
34
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2. Sasaran Pengawasan Pendidikan di Sekolah/Madrasah 

Supervisi hadir karena satu alasan yaitu untuk memperbaiki 

mengajar dan belajar untuk membimbing pertumbuhan kemampuan 

dan kecakapan profesional guru”.
35

 Supervisi mendorong guru menjadi 

lebih berdaya, dan situasi pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif, 

guru menjadi lebih puas dalam melaksanakan tugasnya. Ini berarti 

kedudukan supervisi merupakan komponen strategis dalam administrasi 

pendidikan”. Bila tidak ada unsur supervisi, sistem pendidikan secara 

keseluruhan tidak akan berjalan dengan efektif dalam usaha mencapai 

tujuannya.” 
36

 Dengan demikian sistem pendidikan dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. 

Sesuai dengan konsep ”core business” sekolah, bahwa untuk 

memenuhi fungsi quality assurance, sasaran pengawasan pendidikan di 

sekolah harus diarahkan pada pengamanan mutu layanan belajar 

mengajar (apa yang terjadi di kelas, laboratorium atau di tempat 

praktek) dan mutu kinerja manajemen sekolah/madrasah.
37

 Dalam 

tingkat analisis terhadap pengamanan mutu layanan belajar-mengajar 

faktor guru paling dominan, sehingga pengawasan pendidikan di 

sekolah menaruh perhatian pada akuntabilitas profesional guru. Dalam 

analisis pengawasan mutu manajemen sekolah adalah kinerja 

manajemen kepala sekolah. 
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Akuntabilitas profesonal guru lanjut Djama‟an Satori 

direfleksikan dalam 11 kemampuan antara lain : (1). Merencanakan 

kegiatan belajar-mengajar (KBM), (2). Melaksanakan KBM, (3) 

Menilai proses dan hasil belajar, (4) memanfaatkan hasil penilaian bagi 

peningkatan layanan belajar, (5) memberikan umpan balik secara tepat, 

teratur dan terus menerus kepada peserta didik, (6) Melayani peserta 

didik yang mengalamikesulitan belajar, (7) mengembangkan interaksi 

pembelajaran yang efektif strategi, metode, teknik, (8) mencptakan 

lngkungan belajar yang menyenangkan, (9) mengembangkan dan 

memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran, (10) memanfaatkan 

sumber-sumber belajar yang tersedia  buku perpustakaan, laboratorium, 

lingkungan sekitar, (11) melakukan penelitian praktis (penelitian 

tindakan kelas) bagi perbaikan pembelajaran.
38

 

Akuntabilitas profesional kepala sekolah diukur dan 

direfleksikan dalam kinerja manajemen kepala sekolah dalam 

membangun sekolah yang efektif  bahwa lembaga pendidikan efektif 

atau sekolah efektif adalah sekolah yang menunjukkan kemampuan 

menjalankan fungsinya secara maksimal, yakni semua sumber dayanya 

diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin peserta ddik, tanpa 

memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial ekonmi, dan bisa 

mempelajari materi kurikulum yang esensial di institusi itu.
39

 

Sasaran pengawasan pendidikan yang sifatnya tidak langsung 

adalah kinerja para administrator pendidikan baik dilingkungan Diknas 

maupun dilingkungan Kemenag (tingkat kecamatan untuk TK/RA, 
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SD/MI, tingkat kabupatern/kota dan provinsi untuk SLTP/MTs, 

SMA/MA/SMK/MAK) untuk memfasilitasi sekolah menyelenggarakan 

manajemen sekolah/madrasah yang sehat dan berlangsungnya proses 

belajar mengajar yang bermutu. Artinya, kegiatan pengawasan 

pendidikan di sekolah harus pula peduli pada tindakan manajemen para 

praktisi pendidikan di tingkat struktural / birokrat.
40

 

Pemberdayaan akuntabilitas profesional guru dan kepemimpinan 

/ manajemen sekolah hanya akan berkembang apabila didukung oleh 

penciptaan iklim dan budaya sekolah sebagai organisasi belajar 

(learning organization), yaitu suatu kondisi institusi dimana para 

anggotanya menunjukkan kepekaan terhadap kekuatan, kelemahan, 

peluang dan tantangan yang dihadapi dan berupaya unuk menentukan 

posisi strategis bagi pengembangan lembaganya. Mereka tidak hanya 

sekedar menjalan tugas pokok dan fungsinya semata, tetapi juga 

memiliki sikap untuk selalu meningkatkan mutu pekerjaannya, 

sehingga mereka harus mempelajari cara-cara yang paling baik 

(learning professional). Jadi sasaran pengawasan pendidikan adalah 

menjadikan kepala sekolah, guru dan staf lainnya sebagai learning 

professionals, yaitu para profesional yang menciptakan budaya belajar 

dan mereka mau belajar terus menyempurnakan pekerjaannya. Budaya 

ini memugkinkan terjadinya peluang inovasi dari bawah bottom up 

changes / inovation dalam proses pembelajaran dan manajemen 

sekolah.
41
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran utama 

pengawasan pendidikan di sekolah ada tiga aspek : (1). Peningkatan 

mutu pembelajaran melalui peningkatan kemampuan dan kinerja 

profesional guru, (2). Peningkatan mutu manajemen kepala sekolah 

dalam rangka penciptaan organisasi sekolah yang kondusif dan iklim 

budaya belajar, (3). Kinerja para administrator pendidikan, yakni 

tindakan manajerial para personil pendidikan di tingkat birokrat 

(struktural). 

3. Analisis Kompetensi dan Pembinaan Pengawas Pendidikan 

Pembinaan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas baik kompetensi 

kepribadian, sosial, supervisi akademik dan manajerial, profesional, 

maupun kompetensi penelitian dan pengembangan diri. Dengan 

meningkatnya kompetensi pengawas diharapkan terjadi peningkatan 

kinerjanya sehingga berdampak terhadap mutu pendidikan pada satuan 

pendidikan yang dibinanya. Pembinaan diberikan kepada para 

pengawas satuan pendidikan untuk semua kategori jabatan pengawas 

yakni pengawas pratama, pengawas muda, pengawas madya dan 

pengawas utama. 

Untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya seorang 

pengawas akademik minimal harus memenuhi persyaratan berikut 

1). Memiliki atau menguasai pengetahuan dibidang mata pelajaran 

yang diawasi pada tingkat yang lebih tinggi dari pada yang dimiliki 

oleh guru yang hendak dibimbing dan dinilai. 
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2). Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai metode dan 

strategi pembelajaran khususnya mata pelajaran yang bersangkutan 

serta pengalaman dalam mengajarkannya. 

3). Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai indikator 

keberhasilan maupun kegagalan dalam mengajar. 

4). Memiliki kemampuan yang cukup dalam berkomunikasi, baik lisan 

maupun tulisan. 

5). Memilki pengetahuan yang cukup dalam hal manajemen mutu 

pendidikan ditingkat sekolah, khususnya tentang program 

pengendalian mutu (quality assurance) 

6). Memiliki kemampuan mempengaruhi, meyakinkan, serta 

memotivasi orang lain. Termasuk disini kemampuan dalam 

mengembangkan hubungan internasional. 

7). Memilki tingkat kemampuan intelektual yang memadai untuk dapat 

menemukan pokok masalah, menganalisanya serta mengambil 

keputusan dari hasil analisis tersebut. 

8). Memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal pengumpulan data 

secara sistematis serta analisis terhadap data tersebut. 

9). Memiliki tingkat kematangan pribadi yang memadai, khususnya 

dibidang kematangan emosi.
42
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Kriteria minimal untuk menjadi pengawas sekolah sesuai pasal 39 PP 

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi: 

a). Berstatus sebagai guru minimal 8 tahun atau kepala sekolah 

sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai 

dengan satuan pendidikan yang diawasi 

b). Memilki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuaan 

pendidikan 

c). Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. 
43

 Dan bagi 

pengawas SLTA minimal berkualifikasi pendidikan strata dua (S2) 

bidang pengawasan, serta secara umum minimal berusia 50 

tahun.
44

  

     Pengawas adalah sekelompok jabatan fungsional yang bertugas 

memonitoring, membimbing dan membina kehidupan lembaga sekolah. 

Olehnya para pengawas harus tumbuh dan berkembang serta memiliki 

kompetensi profesional dalam melaksanakan tugasnya, agar kinerja 

lembaga pendidikan dapat berjalan dan berkembang dengan benar 

sesuai tuntutan kebutuhan. Selain itu dapat melahirkan kebijakan – 

kebijakan baru dalam memecahkan masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan tugasnya. Jadi Pengawas dapat berperan sebagai seorang 

analis kebijakan dan memahami rumusan kebijakan. Apa, bagaimana, 

siapa sasaran kebijakan, dan dampak dari kebijakan itu. Kalau 

perumusan kebijakan pelatihan guru misalnya dapat dilaksanakan, 
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maka pengawas dapat mengamati dampak pelatihan  itu melalui 

monitoring lapangan terhadap kinerja guru paska pelatihan tersebut. 

   4. Perilaku Pengawas Terhadap iklim Sekolah dalam Rangka 

Penjaminan Mutu Pendidikan. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Misalnya pengembangan kurikulum nasional dan 

lokal, peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas 

melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, sertifikasi 

guru/dosen/pengawas pendidikan, pengadaan dan perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan, peningkatan mutu manajemen sekolah, dan 

akreditasi sekolah/madrasah. Nampaknya segala usaha belum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat masih 

membicarakan lulusan sekolah/madrasah belum bermutu, juga moral 

(kejujuran dan sopan santun) menurun. Disiplin, tanggung jawab dan 

rasa malu sangat kurang, dan penyelewengan dimana-mana (Indonesia 

Negara terkorup ketiga di dunia). 

Fenomena adalah produk dan outcome yang diperoleh selama 

bersekolah.
45

 Mungkin ada hubungannya dengan budaya nyontek saat 

ujian nasional dan ujian sekolah berlangsung dibawa toleransi guru 

karena suatu pesanan harus lulus 100 %, akibat dari nyontek ini (tidak 

jujur) jelas akan muncul perilaku/watak; tidak percaya diri, tidak 

disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak mau membaca buku pelajaran 

tapi rajin membuat catatan kecil-kecil untuk bahan nyontek, potong 
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kompas, menghalalkan semua cara, dan akhirnya menjadi koruptor. 

Padahal ditengah-tengah kehidupan yang semakin mengglobal, nilai-

nilai kejujuran menjadi semakin dibutuhkan dalam persaingan usaha 

yang semakin kompetitif.
46

  Inilah simpul yang selama ini dibicarakan 

dan belum terpecahkan. Dalam mengatasi permasalahan di atas, guru, 

kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan sangat diharapkan 

peranannya sebagai tenaga profesional. 

Guru profesional akan dapat menyelenggarakan proses PBM 

yang bersih dan menyenangkan, sehingga dapat mendorong kreatifitas 

pada diri siswa. Kepala sekolah profesional dapat menyelenggarakan 

manajemen kepemimpinan yang efektif, sehingga tercapai iklim 

sekolah yang kondusif. Pengawas profesional dapat melaksanakan 

tugas pengendalian mutu pendidikan di sekolah/madrasah, dapat 

melakukan supervisi akademik dan manajerial, penelitian 

pengembangan dan pembinaan untuk membantu guru dan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kinerja merupakan bentuk penilaian tersendiri. 
47

 Untuk 

mengukur tingkat keberhasilan seseorang atau perusahaan (organisasi) 

dalam menjalankan program-program kerjanya.
48

 bahwa kriteria 

keberhasilan suatu manajemen pendidikan ialah produktivitas 

pendidikan. Produktivitas pendidikan dapat diukur dari sudut 

efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dilihat dari sudut prestasi dan 

proses pendidikan. Prestasi dilihat dari masukan dan keluaran yang 
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merata dan banyak, bermutu, relevan dan mempunyai nilai ekonomik. 

Efisiensi pendidikan diharapkan dengan memanfaatkan tenaga, 

fasilitas, dana dan waktu yang sedikit tapi hasilnya banyak, bermutu, 

relevan dan bernilai ekonomi yang tinggi. 

Tenaga kependidikan yaitu guru, kepala sekolah, pengawas, 

perencana pendidikan, pengembang kurikulum, petugas bimbingan, 

pustakawan, laboran, dan penguji. 
49

 Mereka seyogyanya dipersiapkan 

secara profesional dengan memperoleh fasilitas dan imbalan yang 

memadai, sehinga mereka dapat melaksanakan pengabdiannya dengan 

sungguh-sungguh sejalan dengan kode etik profesi masing-masing. 

Profesionalisasi tenaga kependidikan harus terus ditingkatkan baik 

pendidikan, penempatan, pengorganisasian maupun standarisasinya 

secara nasional. 

5. Iklim Sekolah 

Kata “iklim” sebagai terjemahan istilah “climate” didefinisikan 

oleh Bloom (1964) sebagai kondisi, pengaruh dan rangsangan dari luar 

yang meliputi pengaruh fisik, social dan intelektual yang 

mempengaruhi peserta didik.
50

 Iklim dimaksud dibedakan atas iklim 

kelas dan iklim sekolah. 

Iklim kelas (classroom climate),: adalah merupakan kualitas dari 

lingkungan (kelas) yang terus menerus dialami guru baik aspek social 

informal maupun aktivitas guru kelas yang secara spontan 
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mempengaruhi tingkah laku mereka. 
51

 Selanjutnya mengillustrasikan 

“iklim kelas” sebagai “kepribadian” pada manusia, ada yang 

berorientasi pada tugas, demokratis, formal, terbuka atau tertutup. 

Iklim Sekolah (organizational climate), merupakan suasana social 

psikologis di mana iklmi kelas berada didalamnya, iklim sekolah 

adalah produk akhir interaksi antar kelompok siswa, guru dan pegawai 

administrasi di sekolah yang bekerja untuk pencapaian keseimbangan 

antara dimensi organisasi (sekolah) dengan dimensi individu. Produk 

dimaksud mencakup nilai-nilai, kepercayaan social dan standar social, 

merupakan kualitas dari lingkungan sekolah yang terus menerus 

dialami oleh para guru dan mempengaruhi perilaku yang didasarkan 

pada persepsi kolektif tingkah laku mereka. Sergiovanni dan Starratt, 

1993 “ Bahwa iklim sekolah merupakan karakteristik yang ada (the 

enduring characteristics), yang menggambarkan ciri-ciri psikologis dari 

suatu sekolah tertentu, yang membedakannya dengan sekolah lain, 

telah mempengaruhi perilaku guru dan siswa sebagai perasaan 

psikologis (psychological feel) sekolah itu.
52

 

Dimensi-dimensi iklim sekolah maupun iklim kelas, yaitu : 

(1). Dimensi hubungan (relationship), yaitu dukungan siswa (student 

support), afiliasi (affiliation), keretakan (disengagement), keintiman 

(intimacy), kedekatan (closeness) dan keterlibatan (involvement). 

(2). Dimensi pertumbuhan dan perkembangan pribadi (personal 

growth/development), yakni minat professional (professional interest), 

halangan (hindrance), kepercayaan (thrust), standar prestasi 

                                                             
51

 Ibid Hadiyanto, (2004) Hal 153 
52

 Ibid.Hadiyanto, (2004)  Hal 178 



53 
 

53 
 

(achievement standard) dan orientasi pada tugas (task orientation), 

(3) Dimensi perubahan dan perbaikan system (system maintenance and 

change), adalah kebebasan staf (staff freedom), partisipasi dalam 

pembuatan keputusan (participatory decision making), inovasi 

(innovation), tekanan kerja (work pressure), kejelasan (clarity) dan 

pengawasan (control). (4). Dimensi lingkungan fisik (physical 

environment), antara lain : kelengkapan sumber (resource adequacy), 

dan kenyamanan lingkungan (physical comfort).
53

 

Perbaikan iklim sekolahpun dapat dilakukan oleh para supervisor 

(pengawas) satuan pendidikan baik dilingkungan Diknas maupun 

Kemenag yang secara kontinyu melakukan pembinaan ke beberapa 

sekolah/madrasah. Untuk itu para pengawas sekolah/madrasah 

(supervisor), harus mempunyai profil iklim sekolah/madrasah dari 

masing-masing sekolah / madrasah yang disupervisinya dengan 

mengadministrasikan alat ukur iklim sekolah. Perbaikan iklim sekolah 

ini bergantung kepada prinsip kemandirian masing-masing 

sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah yang memilki gap yang 

menyolok antara iklim sekolah yang dialami (actual school climate) 

dengan yang diinginkan (preferred school climate) harus lebih peka 

untuk segera melakukan perbaikan. 

Kepala sekolah/madrasah, sebagai penanggung jawab pendidikan 

di sekolahnya dapat mengambil inisiatif perbaikan iklim 

sekolah/madrsah dan menjadikan kegiatan itu sebagai suatu program 

sekolah. Misalnya sebagai suatu penelitian tindakan, yang 
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pelaksanaannya dapat melibatkan guru secara kolaboratif dan para 

peneliti maupun akademisi yang handal dibidangnya. 

Dalam suatu penelitian Sutjipto dan Hadiyanto terhadap iklim 

lima SD Swasta di Jakarta, telah terungkap bahwa sekolah-sekolah 

yang iklimnya baik pada umumnya memiliki peserta didik yang 

heterogen dan prestasinya menonjol, prasarana yang relative lengkap 

dan guru yang lebih kompeten.
54

 Hasil penelitian tersebut telah dapat 

digunakan sebagai input bagi kepala sekolah dan yayasan untuk 

melakukan supervisi dalam rangka perbaikan kualitas iklim sekolah 

yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan di 

sekolah yang bersangkutan. 

6. Iklim Kerja, Perilaku Guru dan Prestasi Siswa 

Dalam melaksanakan tugas, seseorang bisa saja dipengaruhi atau 

tidak dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia bekerja. Misalnya 

seseorang dapat terlatih menyampaikan pendapat kepada guru lain 

dengan baik, mungkin saja karena suasana di sekolah itu mendukung 

untuk melakukan hal itu. Demikian pula sebaliknya dia tidak sopan 

dalam mengemukakan pendapatnya, karena mungkin kepala 

sekolahnya tidak pernah member contoh yang baik. Studi tentang 

keterkaitan antara iklim lembaga kerja dengan tingkah laku seseorang, 

telah dimulai sejak 1935 oleh Lewin. Lewin berpendapat dalam 

Hadiyanto : bahwa tingkah laku merupakan akibat keterkaitan antara 

pribadi pegawai/guru dengan lingkungan. Lebih jauh Lewin 

menjelaskan, bahwa untuk mengetahui dan memprediksi tingkah laku 
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psikologis pegawai atau guru (behavior), seseorang harus mamahami 

bermacam-macam peristiwa psikologis seperti tindakan, emosi, dan 

ekspresi seseorang (personality) dan lingkungan psikologisnya 

(environment). Jadi lingkungan dan kepribadian sebagai faktor 

pembentuk perilaku pegawai.
55

 

Menurut Murray dalam Fisher, seperti yang dikutip Hadiyanto, 

kebutuhan dan tekanan (press) dapat dianalogkan sebagai pribadi dan 

lingkungan. Kebutuhan pribadi mengacu kepada motivasi individu 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan lingkungan „press‟ 

merupakan situasi eksternal yang mendukung atau bahkan malah 

menyebabkan kekacauan dalam mengungkapkan kebutuhan pribadi. 

Dengan demikian lingkungan (sekolah) dapat menyebabkan perubahan 

tingkah laku siswa dan guru, yang pada gilirannya mempengaruhi 

prestasi kerja mereka. Oleh karena itu peranan kepala sekolah dan juga 

pengawas satuan pendidikan dalam menciptakan iklim kerja yang 

kondusif memainkan peranan yang sangat strategis.
56

 

Hadiyanto telah mengungkapkan hasil penelitian Baedhowi  dan 

Mufidayati  bahwa ada pengaruh iklim sekolah terhadap kepuasan kerja 

guru.
57

 Sementara hasil penelitian Syafari terhadap guru-guru SMU di 

Wilayah Jakarta Timur menunjukkan adanya korelasi yang signifikan 

antara iklim sekolah dengan prestasi kerja guru, dan juga ada kontribusi 

antara iklim sekolah dengan prestasi kerja guru sebesar 13,7 %.
58
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Sebagai institusi sosial, sekolah disamping perannya untuk 

memenuhi harapan system juga di dalamnya ada fenomena perilaku 

sosial
59

, sebagai akumulasi dari sederetan interaksi antar individu 

dengan kepribadian sendiri dan disposisi kebutuhan menjadi kebiasaan 

system. Organisasi sekolah sebagai sebuah sistem tidak luput dari 

pengaruh luar yang turut mempengaruhi kinerja guru dalam 

pelaksanaan tugasnya. Dewasa ini telah terjadi proses pembelajaran 

yang intens dengan lingkungan, sehingga otoritas guru dalam 

meningkatkan kualitas dan produktivitas pembelajarannya turut 

berkembang sejalan dengan masuknya pengaruh luar ke dalam 

organisasi sekolah. Organisasi sekolah sebagai suatu sistem sosial pada 

dasarnya merupakan suatu kerangka kerja dimana manajemen 

pendidikan bekerja dengan fungsi-fungsinya, implementasi dari fungsi-

fungsi tersebut akan menggambarkan bagaimana gaya dan prilaku 

kepemimpinan didalam mengelola organisasi sekolah. 

Kinerja seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor 

individu maupun faktor oganisasi.
60

 Bahwa kinerja inovatif individu 

dipengaruhi daya tarik sistem reward serta persepsi atas keinginan 

organisasi dalam mendukung kerja inovatif. Dengan demikian faktor 

kepemimpinan (pengaruh pemimpin) serta sistem reward/kompensasi 

serta dukungan organisasi merupakan faktor yang penting dalam 

menentukan kinerja inovatif pegawai. Sementara itu I Wayan Bagia 

dalam penilitiannya memperoleh temuan bahwa kreatifitas berpengaruh 
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langsung pada inovasi pelayanan serta berperan sebagai perantara 

(variabel intervening) dari modal intelektual dan kepuasan kerja, 

inovasi pelayanan menunjukkan suatu pelaksanaan pekerjaaan pegawai 

yang inovatif sehingga hal tersebut dapat menggambarkan kinerja 

pegawai yang inovatif dalam melaksanakan fungsi pelayanan. 

Bagaimanapun, kebijakan pemberian dan peningkatan reward dan 

insentif cukup beralasan dari perspektif motivasi dan kinerja, yakni 

mencakup peningkatan produktivitas, memperbesar kepuasan kerja dan 

kemampuan bekerja.
61

  

7. Perilaku Kepengawasan dalam Pengendalian Mutu Pendidikan di 

Sekolah 

Dalam kegiatan di sekolah seperti : administrasi, supervisi, 

evaluasi, manajemen maupun pengawasan merupakakan kegiatan yang 

saling melengkapi satu sama lain dan sukar dipisahkan, hanya dapat 

dibedakan, itupun hanya bisa dilakukan dalam bahasan akademik.
62

  

Administrasi menggambarkan keseluruhan sistem pendidikan dan 

kebijaksanaannya. Supervisi berhubungan dengan usaha meningkatkan 

mutu pembelajaran dan situasinya. Evaluasi digambarkan sebagai alat 

untuk menterjemahkan kebijakan administrasi kedalam kegiatan teknis 

operasional. Pengawasan atau kontrol merupakan usaha untuk 

mempertahankan supaya proses pendidikan berjalan dengan semestinya 

dalam tujuan mencapai tujuan yang dikehendaki dalam rencana. 
63

 

Pengawasan pada dasarnya digunakan untuk menjaga keterlaksanaan 
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program yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan sistem 

pengelolaan administarsi pendidikan yang meliputi unsur 

perencaanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan agar tujuan 

pendidikan tercapai secara efektif dan efisien serta produktif. 

Supervisi merupakan pengawasaan yang lebih profesional 

dibandingkan dengan pengawasan umum karena perkembangan 

kemajuan pendidikan yang membutuhkannya, yaitu pengawasan 

akademik yang mendasarkan kepada kemampuan ilmiah. 

Pendekatannya bukan lagi pengawasan manajemen biasa yang bersifat 

inhuman, melainkan menuntut kemampuan profesional yang 

demokratis dan humanistik oleh para pengawas dalam 

melaksanakannya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

diperlukan pengawasan yang lebih profesional, yang menuntut 

kemampuan profesional dari para pengawasnya, dan bukan hanya 

wewenang administratif saja. Dan dengan berkembangnya teori-teori 

pendekatan administrasi yang lebih memperhatikan cara-cara 

pendekatan manusiawi dan sosial, maka pengawasan berkembang 

menjadi lebih humanistik dan demokrasi, menjadi supervisi yang 

dipermasalahkan sekarang. Dengan demikian supervisi merupakan 

usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam 

menjalankan tugas melayani peserta didiknya.
64

 

Suatu kenyataan lapangan memperlihatkan gejala penurunan 

kinerja pengawas satuan pendidikan di Indonesia, teristimewa 

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Ada banyak 

faktor pemicunya; misalnya saja rekrutmen pengawas hanya didasarkan 
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pada senioritas atau memperpanjang usia pensiun bagi birokrat atau 

masih dipandang sebagai tempat isolasi bagi mereka yang berfikiran 

kritis dan inovatif. Belum adanya perhatian yang serius dalam 

pembinaan karir pengawas, terutama dalam penyelenggaraan tugasnya 

belum didukung oleh sarana prasarana dan alokasi pembiayaan yang 

memadai. 

8. Pemberdayaan Pengawas Terhadap Pengendalian Mutu 

Pendidikan di Sekolah. 

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi 

pengawas, peranan Korwas dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia 

(APSI) dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas/Kemenag) sangat 

diperlukan. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah perlu memfasilitasi 

Korwas dan APSI baik dalam hal dana/anggaran maupun daya dukung 

lainnya. Tidak berlebihan apabila kepada Koordinator Pengawas 

diberikan tunjangan khusus selain anggaran rutin untuk melakukan 

pembinaan dan pengembangan karir pengawas. Mata anggaran untuk 

pembinaan dan pengembangan karir pengawas sekurang-kurangnya 

terdiri atas beberapa kegiatan antara lain kegiatan : 

1. Monitoring dan evaluasi kinerja pengawas satuan pendidikan 

(sekolah/madrasah) untuk setiap bidang pengawasan. 

2. Forum kegiatan ilmiah untuk pengembangan kompetensi pengawas 

satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang dilaksanakan oleh 

Korwas/Pokjawas dan atau APSI atau Badan Musyawarah Pengawas 

Sekolah/Madrasah (BMPSM) setempat. 
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3. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh para pengawas 

sekolah yang menunjang tugas pokok profesinya (kepengawasan). 

4. Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga 

lain seperti oleh perguruan tinggi, Departemen Pendidikan dan 

lembaga lain yang relevan. 

5. Studi lanjut/pelatihan/pendampingan dan studi banding dalam rangka 

meningkatkan kinerja pengawas sekolah/madrasah. 

6. Penyusunan laporan kegiatan kepengawasan serta tindak lanjut hasil-

hasil pengawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

binaannya. 
65

 

Pemberdayaan Pengawas Satuan Pendidikan, sebagai suatu solusi 

yang ditawarkan antara lain : 

 Perlunya pengorganisasian ulang Pengawas Pendidikan yang 

bersifat mandiri, berada diluar jalur birokrat kependidikan, 

tetapi berada dalam badan tersendiri yang memiliki posisi 

sederajat dengan pejabat di level kanwil/kandep/dinas 

provinsi/kab/kota berdampinan dengan Dinas, LPMP dan Badan 

Akreditasi Propinsi 

 Rekrutmen pengawas benar-benar merujuk pada 

permendiknas no.12/2007 dan PP no.19/2005.
66

 

 Pengawas memiliki kewenangan untuk menyeleksi calon kepala 

sekolah dan melakukan proyek pelatihan dan pengembangan 
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bagi guru-guru, serta menilai kinerja guru dan kepala sekolah 

selanjutnya direkomendasikan dalam peningkatan karirnya. 

 Pengawas dalam tugas supervisinya, berawal dari kegiatan 

inservice training, dilanjutkan dengan onservice training bagi 

para guru sesuai kwalifikasi dan kompetensi akademiknya dan 

juga bagi manajemen kepala sekolah dalam pengelolaan 

sekolah/madrasah. 

 Semua kegiatan tersebut harus didukung oleh dana yang 

memadai, dan diproyeksikan dalam DIPA Badan Pengawas 

Pendidikan yang terlembagakan secara khusus dipemerintahan. 

C. Penilaian Kinerja Guru 

1. Definisi Penilaian Kinerja Guru (PKG) 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Penilaian 

Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru 

dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. 

Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan 

seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan 

dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
67

 Penguasaan 

kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat 

menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau 

pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang 
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relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas 

tambahan tersebut. Sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah sistem 

yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi 

yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya (Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012). 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) juga merupakan instrumen yang 

digunakan dalam evaluasi kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan 

manajemen kinerja, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syafarudin 

bahwa evaluasi kinerja adalah salah satu bagian dari manajemen 

kinerja, yang merupakan proses dimana kinerja perseorangan dinilai 

dan dievaluasi ini dipakai untuk menjawab pertanyaan, “Seberapa 

baikkah kinerja seorang guru pada suatu periode tertentu?” 
68

. 

Adapun secara spesifik, pengertian evaluasi kinerja menurut 

Hadari Nawawi dalam Frank Jefkins adalah kegiatan penilaian yang 

merupakan usaha untuk menetapkan keputusan tentang sukses atau 

tidaknya pelaksanaan pekerjaan.
69

Tingkatan kinerja guru dapat 

diketahui melalui penilaian prestasi kerja, yakni evaluasi yang 

dilakukan secara periodik dan sistematis tentang kerja atau jabatan 

seorang guru, termasuk potensi pengembangannya. Sumidjo dalam 

Fathurrohman, mengemukakan bahwa: “proses penilaian kerja dapat 
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dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan kerja atau bahkan dilakukan 

oleh dirinya sendiri (Self Appraisal)”.
70

 

Pelaksanaan atau pengejawantahan dari berbagai peraturan terkait 

peningkatan profesionalitas guru dapat dilihat dalam Pedoman 

Penilaian Kinerja Guru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian 

Pendidikan Nasional. Pedoman ini terutama ditujukan untuk 

menjelaskan tentang  apa, mengapa, kapan, bagaimana dan oleh siapa 

Penilaian Kinerja Guru dilaksanakan. Penyusunan pedoman ini 

terutama mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenneg PAN dan RB) 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya.
71

  

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi guru dengan baik maka 

seorang guru harus memiliki kompetensi sebagaimana termaktub dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 1 dan 3 yang menyatakan: 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah serta pendidikan usia dini meliputi: (1) Kompetensi 
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pedagogik (2) Kompetensi kepribadian (3) Kompetensi profesional (4) 

Kompetensi sosial. 

2. Fungsi dan Manfaat Penilaian Kinerja Guru 

Secara umum, PKG memiliki 2 (dua) fungsi utama sebagai berikut: 

1) Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua 

kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan 

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, 

profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan 

guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan 

atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat 

dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKG. 

2) Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan 

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya 

pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap 

tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan 

promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. 

72
 

Adapun manfaat Penilaian Kinerja Guru adalah untuk 

menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu 

dan kinerja guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pendidikan 

dalam menciptakan insan yang cerdas, komprehensif, dan berdaya 

saing tinggi. PKG merupakan acuan bagi sekolah/madrasah untuk 

                                                             
72

 Kemendikbud, 2012: 3). 



65 
 

65 
 

menetapkan pengembangan karir dan promosi guru. Bagi guru, PKG 

merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang 

dinilai dan merupakan sarana untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya
73

  

3. Syarat Penilaian Kinerja Guru 

Persyaratan penting dalam sistem PKG adalah: 

1) Valid 

Sistem  PKG  dikatakan  valid  bila  aspek  yang  dinilai  benar-

benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan/atau tugas lain 

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

2) Reliabel 

Sistem PKG dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan 

tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama 

untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan 

pun. 

3) Praktis 

Sistem PKG dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun 

dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang 

sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan 

tambahan.
74
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Salah satu karakteristik dalam desain PKG adalah menggunakan 

kompetensi dan indikator kinerja yang sama bagi 4 (empat) jenjang 

jabatan fungsional guru (Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan 

Guru Utama). 

4. Prinsip Pelaksanaan PKG 

Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan PKG adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan ketentuan 

PKG harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu 

pada peraturan yang berlaku. 

2) Berdasarkan kinerja 

Aspek yang dinilai dalam PKG adalah kinerja yang dapat diamati 

dan dipantau, yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

pembim-bingan, dan/atau tugas tambahan yang relevan dengan 

fungsi sekolah/madrasah. 

3) Berlandaskan dokumen PKG 

Penilai, guru yang dinilai, dan unsur yang terlibat dalam proses 

PKG harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem 

PKG. Guru dan penilai harus memahami pernyataan kompetensi 

dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga keduanya 

mengetahui tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang 

digunakan dalam penilaian. 
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4) Dilaksanakan secara konsisten 

PKG dilaksanakan secara teratur setiap tahun diawali dengan 

penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir 

tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a) Obyektif 

Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara obyektif sesuai 

dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-

hari. 

b) Adil 

Penilai kinerja guru memberlakukan syarat, ketentuan, dan 

prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. 

c) Akuntabel 

Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggung 

jawabkan. 

d) Bermanfaat 

Penilaian kinerja guru bermanfaat bagi guru dalam rangka 

peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan dan 

sekaligus pengembangan karir profesinya. 

e) Transparan 

Proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru 

yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, untuk 

memperoleh akses informasi atas penyelenggaraan penilaian 

tersebut. 
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f) Praktis 

Penilaian kinerja guru dapat dilaksanakan secara mudah tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip lainnya. 

g) Berorientasi pada tujuan 

Penilaian dilaksanakan dengan berorientasi pada tujuan yang 

telah ditetapkan. 

h) Berorientasi pada proses 

Penilaian kinerja guru tidak hanya terfokus pada hasil, namun 

juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat 

mencapai hasil tersebut. 

i) Berkelanjutan 

Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara periodik, teratur, dan 

berlangsung secara terus menerus selama seseorang menjadi 

guru. 

j) Rahasia 

Hasil PKG hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan.
75

 

5. Aspek yang dinilai dalam PKG 

Ada beberapa sub-unsur yang perlu dinilai dalam PKG, karena 

selain tugas utama guru yakni untuk mendidik, membimbing, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik, guru juga mempunyai tugas-

tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, 

diantaranya; sebagai kepala sekolah/madrasah, sebagai wakil kepala 
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sekolah, sebagai guru mata pelajaran, sebagai konselor, kepala 

perpustakaan maupun tugas-tugas fungsional lainnya, untuk itu penulis 

terfokus untuk meneliti salah satu unsur yang ada dalam penilaian 

kinerja guru, yaitu PKG untuk guru mata pelajaran.  

Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, meliputi 

kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi 

dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak 

lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4 (empat) domain kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pengelolaan 

pembelajaran tersebut mensyaratkan guru menguasai 24 (dua puluh 

empat) kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Untuk mempermudah 

penilaian dalam PKG, 24 (dua puluh empat) kompetensi tersebut 

dirangkum menjadi 14 (empat belas) sebagaimana dipublikasikan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Rincian jumlah 

kompetensi tersebut diuraikan dalam Tabel 2.1.
76
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Tabel 2.1. Kompetensi Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran 

N

o 

Ranah 

Kompetensi 

Jumlah 

Kompetensi Indikator 

1 Pedagogik 7 45 

2 Kepribadian 3 18 

3 Sosial 2 6 

4 Profesional 2 9 

 Total 14 78 

 

Keseluruhan kompetensi yang berjumlah 14 (empat belas) ini dapat 

diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Kompetensi Pedagogik 

a) Mengenal karakter peserta didik. b) Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. c) 

Pengembangan kurikulum. d) Kegiatan pembelajaran yang 

mendidik. e) Memahami dan mengembangkan potensi. f) 

Komunikasi dengan peserta didik. g) Penilaian dan evaluasi. 

2)      Kompetensi Kepribadian 

a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 



71 
 

71 
 

b) Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. 

c) Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru. 

3) Kompetensi Sosial 

a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 

diskriminatif. 

b) Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidik, orang tua 

peserta didik, dan masyarakat. 

4) Kompetensi Profesional 

a) Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b) Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan 

reflektif. 

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa penilaian guru 

adalah merupakan sebuah evaluasi atau penilaian yang terdiri atas 

butir-butir pelaksanaan performa atau kinerja guru yang menjadi tolak 

ukur prestasi yang dicapainya dalam pengajaran terhadap peserta didik. 

Jika dianalisa dari sudut pandang Islam, kompetensi inti yang ingin 

dicapai dari penilaian kinerja guru ini adalah profesionalisme. Islam 

telah lebih dulu mengenal istilah profesionalisme di banding dunia 

Barat. Dimana Islam mengajarkan bahwa suatu urusan hendaknya 

dikerjakan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut, jika tidak maka 

urusan tersebut tidak akan berakhir dengan baik. 
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D. Efektivitas Manajemen Sekolah 

 1.    Pengertian Efektivitas dari Segi etimologi 

Kata efektiv yang kita pakai di Indonesia merupakan padanan 

kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “effective”. Arti dari kata ini 

yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas 

mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, 

manjur, dapat membawa hasil.
77

 Dalam kamus kamus Ilmiah Populer, 

efektivitas adalah ketepat gunaan, hasil guna, menunjang tujuan.
78

  

2.    Pengertian efektivitas menurut Teori 

Pengertian efektivitas dalam kamus sebagaimana yang dimaksud 

di atas artinya selalu sama dari waktu ke waktu. Namun tidak demikian 

dengan pengertian sesuatu kata dalam teori-teori tertentu. Dalam 

bahasan ini, yakni kata efektivitas. Kata efektivitas memiliki pengertian 

yang beragam bila ditempatkan dalam teori efektivitas.  

Dalam teori manajemen pendidikan, efektivitas diartikan ukuran 

keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi dikatakan 

efektif bila orgnaisasi itu mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. 

Dalam hal ini, efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam 

jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi itu efektif bila 

memenuhi kepuasan pelanggan, mencapai visi organisasi, pemenuhan 
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aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan 

sumber daya manusia organisasi, dan aspirasi yang dimiliki, serta 

memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. 

Efektivitas juga dapat didefinisikan dengan empat hal yang 

menggambarkan tentang efektivitas, yaitu: (1) mengerjakan hal-hal 

yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai 

dengan rencana dan aturannya. (2) mencapai tingkat di atas pesaing, di 

mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai 

yang terbaik. (3) membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan 

mampu memberikan hasil yang bermanfaat. (4) menangani tantangan 

masa depan. 

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan 

atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari 

produktivitas (hasil) yaitu mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang 

maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, 

kuantitas dan waktu. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Di 

mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya. 

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu 

system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan 

dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber  daya itu serta 

tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. 

Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih 

tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta 
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kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Jadi, 

efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan orgnaisasi dalam 

usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan demikian, 

pengertian efektivitas dalam beberapa definisi di atas menunjukkan 

pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang 

terlebih dahulu ditentukan. Dapat dikatakan bahwa efektivitas 

merupakan suatu konsep yang menggambarkan tentang keberhasilan 

suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi efektivitas adalah 

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dengan pemakaian proses yaitu pemilihan cara-cara yang 

sesuai dengan tujuan. 

Keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai 

tujuannya. Sedangkan efektivitas adalah kesesuaian hasil yang dicapai 

organisasi dengan tujuan atau sasaran  yang telah ditetapkan. 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa tujuan menjadi pokok pertama 

dan utama dari sebuah kegiatan dalam suatu organisasi. Dengan kata 

lain unsur yang penting dalam teori efektivitas adalah pencapaian 

tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal. 

Tujuan itu tidak lain adalah harapan yang dicita-citakan atau suatu 

kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Dengan 

demikian perumusan tujuan dan proses mencapai tujuan itu melibatkan 

berbagai komponen, antara lain tenaga, sarana dan prasarana, serta 

waktu. Di atas telah dibahas tentang beberapa pendapat tentang 

pengertian efektivitas dalam konteks organisasi. Pembahasan ini 

bermaksud menghubungkan pengertian efektivitas dalam teori 
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efektivitas manajemen dengan teori efektivitas pembelajaran. Inti 

definisi efektivitas dalam teori efektivitas manajemen adalah 

tercapainya tujuan. Dalam pembelajaran, tujuan merupakan komponen 

utama yang mesti dicapai sebagai ukuran efektivitas. 

3.   Efektifitas Manajemen 

Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai 

Classroom Management, itu berarti istilah pengelolaan identik dengan 

manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya 

yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan penilaian bahwa:  

“Classroom management is a complex set of behaviors the 

teacher uses to establish and maintain classroom conditions that 

will enable students to achieve their instructional objectives 

efficiently – that will enable them to learn.” 
79

 

Definisi di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas 

merupakan seperangkat perilaku yang kompleks dimana guru  dapat 

menggunakan, menata untuk  memelihara kondisi kelas yang akan 

membuat kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran secara 

efisien. Lebih lanjut Wilford mengemukakan mengenai pandangan-

pandangan yang bersifat filosofis dan operasional dalam pengelolaan 

kelas : 

1)  Pendekatan otoriter : siswa perlu diawasi dan diatur; 

                                                             
79
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 2)  Pendekatan intimidasi : mengawasi siswa dan menertibkan siswa 

dengan cara intimidasi; 

 3) Pendekatan permisif : memberikan kebebasan kepada siswa, apa 

yang ingin dilakukan siswa, guru hanya memantau apa yang 

dilakukan siswa; 

 4)  Pendekatan resep masakan : mengikuti dengan tertib dan tepat 

hal-hal yang sudah ditentukan, apa yang boleh dan apa yang 

tidak; 

 5)  Pendekatan pengajaran : guru menyusun rencana pengajaran 

dengan tepat untuk menghindari permasalahan perilaku siswa 

yang tidak diharapkan; 

 6) Pendekatan modifikasi perilaku : mengupayakan perubahan 

perilaku yang positif pada siswa; 

7)  Pendekatan iklim sosio-emosional : menjalin hubungan yang 

positif antara guru siswa ; 

 8)  Pendekatan sistem proses kelompok/dinamika kelompok : 

meningkatkan dan memelihara kelompok kelas yang efektif dan 

produktif. 

 Dari kedelapan pendekatan tersebut yang akan 

mengoptimalisasikan pengelolaan kelas adalah pendekatan modifikasi 

perilaku, iklim sosio-emosional, dan sistem proses kelompok/ dinamika 

kelompok. Berdasarkan pada kajian teori, peneliti mendefinisikan 

efektivitas pengelolaan kelas adalah tingkat tercapainya tujuan dari 
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pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas didefinisikan sebagai serangkaian 

tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas 

agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menciptakan 

kondisi kelas adalah melakukan komunikasi dan hubungan 

interpersonal antara guru-siswa secara timbal balik dan efektif, selain 

melakukan perencanaan/persiapan mengajar.
80

 

E. Pengertian Manajemen Sekolah  

Menurut Stoner Manajemen secara umum yang dikutip oleh T. 

Hani Handoko manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.
81

 

Sedangkan dalam konteks sekolah yaitu Manajemen sekolah 

menurut buku manajamen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu 

manajemen dalam bidang persekolahan. Ketika istilah manajemen 

diterapkan dalam bidang pemerintahan akan menjadi manajemen 

pemerintahan, dalam bidang pendidikan menjadi manajemen 

pendidikan, begitu seterusnya. 

Pada hakekatnya istilah manajemen pendidikan dan manajemen 

sekolah mempunyai pengertian dan maksud yang sama. Keduanya 

susah untuk dibedakan karena sering dipakai secara bergantian dalam 
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Pengelolaan Kelas 

81 Ais Zakiyudin.(2000) Manajemen secara umum. H.23 
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pengertian yang sama. Apa yang menjadi bidang manajemen 

pendidikan adalah juga merupakan bidang manajemen sekolah. 

Demikian pula proses kerjanya ditempuh melalui fungsi-fungsi yang 

sama, yang diturunkan dari teori administrasi dan manajemen pada 

umumnya. 

Dalam pelaksanaan manajemen diperlukan adanya teknik. 

Teknik-teknik manajemen kepemimpinan pendidikan di sekolah, yaitu: 

1.       Teknik Manajemen Konvensional 

Teknik manajemen konvensional banyak menekankan pada aspek 

mekanisasi dan dekat dengan hubungan kemanusiaan. 

2.       Management by personality 

Teknik ini dilaksanakan dengan diwarnai oleh pengakuan akan 

kewibawaan seseorang mengelola organisasi. 

3.       Management by reward 

Teknik ini memunculkan dorongan kerja dengan motivasi 

ekstrinsik. Orang dianggap mau bekerja apabila diberi hadiah-

hadiah atau pujian. 

4.       Teknik Manajemen Modern 

Pada zaman sekarang, falsafah dasar demokrasi sudah 

berkembang dan kemudian muncul upaya baru dalam 

memanajemen proses pendidikan. 
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5.       Management by delegation 

Teknik ini dilaksanakan dengan memberikan kepercayaan dan 

pengakuan atas prestasi dan kemampuan anggota. 

6.       Management by system 

Teknik ini dilaksanakan dengan melihat komponen-komponen 

yang ada dalam organisasi pendidikan sebagai kesatuan yang 

utuh. Misalnya, sekolah. 

Sebagai seorang manajer, Pengawas Sekolah harus mengatur 

sekolah binaannya sesuai dengan prinsip-prinsip umum manajemen. 

Prinsip tersebut terdiri dari: 

1. Pembagian kerja/tugas. 

  Ketika akan melaksanakan pembagian kerja, kepala sekolah 

terlebih dahulu harus memetakan tugas dan sumber daya yang 

akan melaksanakan tugas tersebut. Pembagian kerja harus 

disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga 

pelaksanaan kerja berjalan efektif. Pengawas sekolah harus 

mengikuti prinsip the right man in the right place and in the right 

time. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional 

subjektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan 

adanya prinsip the right man in the right place akan memberikan 

jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja.
82
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2. Wewenang dan tanggung jawab.  

Selain melakukan pembagian kerja, sebagai manajer kepala 

sekolah harus memberikan wewenang dan tanggung jawab 

kepada bawahannya. Wewenang merupakan senjata bagi orang 

yang diberikan tugas untuk melaksankan tugasnya dengan 

semaksimal mungkin sedangkan tanggung jawab adalah 

pekerjaan yang harus diselesaikan. 

3. Aturan dan Disiplin. 

 Aturan adalah tata cara bekerja yang disetujui bersama dan harus 

dilaksanakan oleh semua komponen yang berada di dalam 

lingkungan tersebut. Agar suasana kerja di sekolah tertib dan 

teratur maka harus disusun peraturan. Disiplin adalah prilaku 

yang taat peraturan. Kepala sekolah perlu membudayakan disiplin 

di lingkungan sekolah agar seluruh komponen bisa mengikuti. 

Disiplin merupakan faktor utama dari keberhasilan sebuah 

instansi. 

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  

Definisi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah merupakan 

terjemahan dari School Based Management “ 
83

 istilah ini pertama kali 

muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan 

relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan suatu strategi 

untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas 

pengembalian keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

dan ke masing-masing sekolah, sehingga kepala sekolah, guru, orang 

                                                             
83
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tua peserta didik, dan masyarakat setempat mempunyai kontrol yang 

lebih besar terhadap proses pendidikan, dan juga mempunyai tanggung 

jawab untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan 

personal, dan kurikulum sekolah.  

Definisi Manajemen Berbasis Sekolah menurut para ahli - Secara 

leksikal Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berasal dari tiga kata, 

yaitu Manajemen, Berbasis, dan Sekolah. Manajemen adalah proses 

penggunaan sumber daya, secara efektif untuk mencapai sasaran. 

Berbasis memiliki kata dasar basis yang artinya asas atau dasar. 

Sekolah adalah lembaga belajar dan mengajar serta tempa memberikan 

dan menerima ilmu pengetahuan atau pelajaran secara formal. 

Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka MBS dapat diartikan 

sebagai penggunaan sumber daya  yang berdasarkan atau berasaskan 

pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.
84

  

Sedangkan Raynold mendefinisikan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) dengan tiga komponen utama :  Pertama, delegasi 

otoritas decision making (pengambilan keputusan) ke pihak sekolah 

menyangkut program pendidikan termasuk kepegawaian, anggaran dan 

program. Kedua, penerapan model decision-maker bersama pada 

sekolah oleh tim manajemen termasuk kepala sekolah, guru, orangtua 

siswa, dan masyarakat. Ketiga, ekspektasi dimana MBS akan 

mendorong leadership sekolah untuk berupaya dalam perbaikan 

sekolah.
85
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Menurut Sukiono dalam majalah fasilitator, Pada 

dasarnya Manajemen Berbasi Sekolah (MBS) merupakan manajemen 

yang transparan, memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat, dan 

melibatkan stakholder dalam pengambilan keputusan.
86

Senada dengan 

itu Depdikbud seperti di kutip Mulyasa,  mengemukan bahwa 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu penawaran bagi 

sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih 

memadai bagi para peserta didik.
87

 

Sedangkan secara operasional Manajemen Berbasi Sekolah 

(MBS) dapat didefinisikan sebagai pelaksana fungsi-fungsi Manajemen 

semua komponen pendidikan di sekolah.
88

  

2. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bisa diketahui 

antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja 

organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolahan sumber daya 

manusia dan pengolahan sumber daya yang lain dan pengelolahan 

administrasi. 
89

 Lebih lanjut Mulyasa mengutip pendapat BPPN dan 

Bank Dunia, mengutip dari Fokus On School : The Future 

Organisation of Education Service for Student, Department Of 
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Educations Australia, karakterisitik Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) dalam bentuk bagan sebagai berikut :
90

 

Tabel 1 : Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Organisasi 

Sekolah 

Proses belajar 

mengajar 

Sumber daya 

manusia 

Sumberdaya 

dan 

adminstrasi 

Menyediakan 

manajemen 

organisasi 

kepemimpinan 

transpransional 

dalam mencapai 

tujuan sekolah 

Meningkatkan 

kwalitas belajar 

siswa 

Memberdayakan 

staf dan 

menempatkan 

personal yang 

dapat melayani 

keperluaan siswa 

Mengidentifi

kasi sumber 

daya yang 

diperlukan 

dan 

mengalokasik

an sumber 

daya tersebut 

sesuai dengan 

kebutuhan 

Menyusun 

rencana sekolah 

dan merumuskan 

kebijakan untuk 

sekolahnya 

sendiri 

Mengembangka

n kurikulum 

yang cocok dan 

tanggap 

terhadap 

kebutuhan siswa 

dan masyarakat 

Memiliki staf yang 

memiliki wawasan 

manajemen 

berbasis sekolah 

Mengelolah 

dana sekolah 
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sekolah 

Mengelola 

kegiatan 

operasional 

sekolah 

Menyelenggarak

an pengajaran 

yang efektif 

Menyediakan 

kegiatan untuk 

mengembangkan 

profesi pada semua 

staf 

Menyediakan 

dukungan 

adminstratif 

 

Menjamin adanya 

komunikasi yang 

efektif  antara 

sekolah dan 

masyarakat terkait 

(School 

community) 

Menyediakan 

program 

pengembangan 

yang diperlukan 

siswa 

Menjamin 

kesejahteraan staf 

dan siswa 

Mengelolah 

dan 

memelihara 

gedung dan 

sarana   lainn

ya 

 

Menjamin akan 

terpeliharannya 

sekolah yang 

bertanggung 

jawab 

(akuntability) 

kepada 

masyarakat dan 

pemerintah 

Perogram 

pengembangan 

yang diperlukan 

siswa 

Kesejahteraan staf 

dan siswa 

Memelihara 

gedung dan 

sarana 

lainnya 

 

  Sumber :  Mulyasa : 2002 : 39  
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Sementara menurut Baily seperti dikutip Sudarwan Danim 
91

 

terdapat sembilan karakteristik yang dimiliki oleh Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) yaitu : 

1.Adanya keragaman dalam pola penggajian guru 

Istilah populernya adalah pendekatan prestasi dalam hal penggajian 

atau pemberian kesejahteraan lainnya. 

2. Otonomi Manajemen Sekolah 

Sekolah menjadi sentral utama manajemen pada tingkat strategis dan 

operasional dalam kerangka penyelenggaraan program pendidikan 

dan pembelajaran. Sementara, kebijakan internal lain menjadi 

penyertaannya.  

3.Pemberdayaan Guru secara Optimal 

 Dikarenakan sekolah harus berkompetisi membangun mutu dan 

membentuk citra di masyarakat, guru-guru harus diberdayakan dan 

memberdayakan diri secara optimal bagi terselenggaranya proses 

pembelajaran yang bermakna. 

4. Pengelolaan Sekolah secara Partisipatif 

Kepala sekolah harus mampu bekerja dengan dan melalui seluruh 

komunitas sekolah agar  masing-masing dapat menjalankan tugas 
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pokok dan fungsi secara baik terjadi transparansi pengelolaan 

sekolah. 

5. Sistem yang Didesentralisasikan 

Di bidang penganggaran misalnya, pelaksanaan MBS mendorong 

sekolah-sekolah siap berkompetensi untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat atau dari pemerintah secara kompetitif (block grant) dan 

mengelolah dana itu dengan baik. 

6. Sekolah dengan pilihan atau Otonomi Sekolah dalam Menentukan 

Aneka Pilihan. Program akademik dan non akademik dapat dikreasi 

oleh sekolah sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai pula dengan 

kebutuhan masyarakat lokal, nasional, atau global. 

7. Hubungan Kemitraan (Partenership) antara dunia bisnis dan dunia 

Pendidikan. 

Hubungan kemitraan itu dapat dilakukan scara langsung atau 

melalui Komite Sekolah. Hubungan kemitraan ini bukan hanya 

untuk keperluan pendanaan, melainkan juga untuk kegiatan praktek 

kerja dan program pembinaan dan pengembangan lainnya. Akses 

terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri. Perluasan 

kewenangan yang diberikan kepada sekolah memberi ruang gerak 

baginya untuk membuat keputusan inovatif dan mengkreasi program 

demi peningkatan mutu sekolah. 

8. Pemasaran sekolah serta Kompetitif 

Tugas pokok dan fungsi sekolah adalah menawarkan produk 

unggulan atau jasa. Untuk membangun citra mutu dan keunggulan 

lembaga.  
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 Bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki 8 

(delapan) karakteristik yaitu : 

1. Misi Sekolah yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang 

multipel dan kompleks, budaya oranisasi yang kuat harus 

dikembangkan oleh warga sekolah demi kepentingan bersama. 

2. Hakikat aktivitas sekolah yakni sekolah menjalankan aktivitas-

aktivitas pendidikan berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan 

situasi sekolah untuk meningkatkan mutu 

3. Stragegi-strategi manajemen yaitu perubahan dari arah 

Manajemen Kontrol Eksternal (MKE) ke arah (MBS) dan dapat 

direfleksikan dengan aspek-aspek strategi manajemen yaitu : 

konsep atauasumsi tentang hakekat manusia, konsep organisasi 

sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, 

penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan 

manajemen. 

4. Penggunaan sumber daya yaitu sekolah memiliki otonomi yang 

lebih besar dalam mengadakan dan menggunakan sumber daya 

secara efektif.  

5. Perbedaan-perbedaan peran yaitu peran warga sekolah secara 

langsung ditentukan oleh kebijakan manajemen pemerintah, misi 

sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi pengelolaan 

internal sekokah, dan gaya penggunaan sumber daya. 

6. Hubungan antar manusia yaitu manajemen berbasis sekolah 

menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, 

bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling 

menguntungkan. 
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7. Kualitas administrator yaitu partisipasi dan perkembangan 

dipandang penting dalam menghadapi tugas pendidikan yang 

kompleks dalam mencapai efektifitas pendidikan. Maka 

persyaratan administrator yang berkualitas sangat penting.  

8. Indikator-indikator efektivitas yakni dalam MBS efektivitas 

sekolah dinilai menurut indikator. Multi tingkat dan multisegi. 

Penilai tentang efektivitas sekolah harus mencukupi proses 

pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. 
92

 

Lebih lanjut berdasarkan konsep manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah (MPMBS) karakteristik MBS mencakup karakteristik 

output yang diharapkan, proses dan input. 
93

 

3. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Menurut Sukadi dalam majalah Fasilitator, “mengemukakan 

sepuluh prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yaitu : pertama : 

keterbukaan yakni manajemen dilakukan secara terbuka (transparan), 

kedua : Kebersamaan yakni manajemen dilaksanakan secara bersama-

sama oleh pihak sekoloah dan masyarakat, ketiga : berkelanjutan, yakni 

manajemen dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan 

tanpa dipengaruhi oleh pergantian kepala sekolah. Keempat : 

menyeluruh berarti manajemen dilakukan secara menyeluruh 

menyangkut seluruh komponen yang menjunjung dan mempengaruhi 

pencapaian tujuan, kelima, pertanggung jawaban, berarti dapat 

dipertanggung jawabkan ke orang tua/wali siswa, masyarakat, 
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pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan, keenam : 

Demokratis, yakni berarti keputusan yang diambil berdasarkan 

musyawarah antar komponen sekolah dengan masyarakat, ketujuh : 

Kemandirian, yang berarti sekolah memiliki prakarsa atau inisiatif, dan 

inovasi dalam rangka mencapai tujuan, kedelapan : berorientasi pada 

mutu, artinya upaya-upaya yang dilakukan sekolah selalu berdasarkan 

pada peningkatan mutu pendidikan, kesembilan : Pencapaian standar 

pelayanan minimal (SPM) berarti manajemen sekolah tersebut untuk 

mencapai standar pelayanan sekolah (SPM) secara total, bertahap dan 

berkelanjutan, kesepuluh : pendidikan untk semua, artinya semua anak 

memiliki hak memperoleh layanan pendidikan yang sama. 
94

 

Sedangkan menurut Nurkolis teori yang digunakan MBS untuk 

mengelola sekolah didasarkan atas empat prinsip yaitu : prinsip 

ekufinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, 

dan prinsip inisiatif sumber daya manusia.
95

 Prinsip ekuifinalitas 

(principle of equifinality) yaitu prinsip yang didasarkan pada teori 

manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang 

berbeda untuk mencapai tujuan. MBS menekankan fleksibilitas 

sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi 

mereka masing-masing. 

Prinsip desentralisasi (prinsiple of decentralization). 

Desentralisasi   adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen 

sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip 

ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa 
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pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari 

kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan 

kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya.
96

  

Prinsip pengelolaan mandiri (principle of self managing system). 

MBS tidak mengingkari bahwa perlu mencapai tujuan-tujuan 

berdasarkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi terdapat 

berbagai cara yang berbeda-beda untuk mencapainya. MBS menyadari 

pentingnya untuk mempersilahkan sekolah menjadi sistem pengelolaan 

secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki 

otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi 

manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sukmber daya lainnya 

dan mencapai tujuan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. 

Prinsip inisiatif manusia (principle of human initiative) sejalan 

dengan perkembangan pergeakan hubungan antar manusia dan 

pergerakan ilmu perilaku pada manajemen modern, orang mulai 

menaruh perhatian serius pada pengaruh penting faktor manusia pada 

efektivitas organisasi. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah 

sumber daya yang statis melainkan dinamis. Oleh karena  itu, perlu 

digali, dan dikembangkan. Perspektif sumber aya manusia menekankan 

bahwa orang adalah sumber daya berharga dalam organisasi, sehingga 

poin utama manajemen adalah mengembnagkan sumber daya manusia 

di dalam sekolah untuk berinisiatif. Berdasarkan prespektif ini maka 

MBS bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga 
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sekolah agar dapat  bekerja dengan baik dan mengembangkan 

potensinya.
97

   

4. Implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)  

Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien 

apabila didukung oleh sumber daya manusia yang professional untuk 

mengoprasikan sekolah, dan yang cukup agar sekolah mampu menggaji 

staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai 

untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan orang tua 

siswa atau masyarakat yang tinggi
98

 Lebih lanjut menurutnya agar 

impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diterapkan 

secara menyeluruh di Indonesia pada umumnya dan di 

kabupaten/propinsi pada khususnya terkait kondisi sekolah pada saat 

krisis sekarang ini sangat bervariasi di lihat dari segi kualitas, lokasi 

sekolah dan partisipasi masyarakat (orang tua). Dan kondisi inilah 

tampaknya yang akan menjadi permasalahan yang rumit dan harus di 

prioritaskan penyelesaiannya pasca krisis. Oleh karena itu, agar 

manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat di implementasikan secara 

optimal, baik krisis maupun pada pasca krisis dimasa mendatang, perlu 

adanya strategi dalam penerapannya.
99

  

1). Pengelompokan Sekolah 

Dalam rangka implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan 
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manajemen dengan mempertimbangkan kondisi, lokasi dan kualitas 

sekolah. Dalam hal ini ditemukan tiga kategori sekolah, yaitu :  baik, 

sedang dan kurang yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang dan 

ketinggalan. Kondisi di atas mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan 

manajemen sekolah untuk mengimplementasikan manajemen berbasis 

sekolah (MBS) berbeda satu kelompok sekolah dengan kelompok 

lainnya.Kelompok-kelompok sekolah tersebut dapat digambarkan 

seperti tabel berikut:  

Tabel 2. Kelompok Sekolah Dalam MBS 

Kemampuan 

sekolah 

Kepala sekolah 

dan guru 

Partisipasi 

masyarakat 

Pendapatan 

daerah dan 

orang tua 

Anggaran 

sekolah 

1.  Sekolah 

dengan 

kemampuan 

manajemen 

tinggi 

Kepala sekolah 

dan guru 

kompetensi 

tinggi (termasuk 

kepemimpinan) 

Partisipasi 

masyarakat tinggi 

(termasuk 

dukungan dana) 

Pendapatan 

daerah dan 

orang tua 

tinggi 

Anggaran 

sekolah di 

luar anggaran 

pemerintah 

besar 

2.  Sekolah 

dengan 

kemampuan 

manajemen 

sedang 

Kepala sekolah 

dan guru 

kompetensi 

sedang 

(termasuk 

kepemimpinan) 

Partisipasi 

masyarakat 

sedang (termasuk 

dukungan dana) 

Pendapatan 

daerah dan 

orang tua 

sedang 

Anggaran 

sekolah di 

luar anggaran 

pemerintah 

sedang 

3.      Sekolah Kepala sekolah Partisipasi Pendapatan Anggaran 
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dengan 

kemampuan 

manajemen 

rendah 

dan guru 

kompetensi 

rendah 

(termasuk 

kepemimpinan) 

masyarakat 

rendah (termasuk 

dukungan dana) 

daerah dan 

orang tua 

rendah 

sekolah di 

luar anggaran 

pemerintah 

kesil atau 

tidak ada 

 Sumber : Mulyasa : 2002 : 59 

2). Pentahapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

  Sebagai suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan, selain 

perlu memperhatikan kondisi sekolah, implementasi MBS juga 

memerlukan pentahapan yang tepat atau harus dilakukan secara 

bertahap. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara 

menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan 

perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang 

menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulu sarana dan prasarana serta 

partisipasi masyarakat.  Dalam kaitannya dengan pertahapan 

impelementasi menejemen berbasis sekolah (MBS) ini, secara garis 

besar implementasi manajemen berbasis Sekolah terbagi tiga tahap 

yaitu: sosialisasi, piloting, dan desiminasi. 
100

 Tahap sosialisasi 

merupakan tapahan penting mengingat masyarakat Indonesia pada 

umumnya tidak mudah menerima perubahan, tahap piloting merupakan 

tahap uji coba agar penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

tidak mengandung resiko, efektivitas model uji coba memerlukan 

persyaratan dasar, yiatu akseptabilitas, akuntabilitas, reflikabilitas dan 

sustainabilitas. 
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Tahap diseminasi merupakan tahapan memasyarakatkan model 

manajemen berbasis sekolah (MBS) yang telah di uji cobakan ke 

berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara 

efektifitas dan efisien.  

3).  Perangkat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah  

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman (guidelines) 

umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, 

monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan. Prangkat 

implementasi ini diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan-pelatihan 

yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek. 
101

 

Sedangkan menurut Nurkolis, pada dasarnya tidak ada satu 

strategi khusus yang jitu dan bisa menjamin keberhasilan Implementasi 

MBS di semua tempat dan kondisi. Namun secara umum dapat 

disimpulkan bahwa implementasi MBS akan berhasil melalui strategi-

strategi berikut ini : 

 Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu : otonomi 

dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan secara berkeseimbangan, akses informasi ke segala 

bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang 

berprestasi atau berhasil. 
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 Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, 

proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan interuksional 

serta non-instruksional 

 Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu 

menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah 

secara efektif terutama kepala sekolah harus menjadi sumber 

inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara 

umum. 

 Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam 

kehidupan dewan sekolah yang aktif. 

 Semua pihak harus menyadari peran serta tanggung jawabnya secara 

sunggu-sungguh. 

 Adanya quidelines dari Departemen pendidikan terkait sehingga 

mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efektif dan 

efisien. 

 Sekolah harus memiliki transparansi dalam laporan pertanggung 

jawaban setiap tahunnya. 

 Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah 

dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar 

siswa. 

 Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, 

identifikasi peran masing-masing, pembangunan kelembagaan, 

mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, 
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implementasi pada proses pembelajaran evaluasi atas pelaksanaan di 

lapangan, dan dilakukan perbaikan-perbaikan.
102

  

Sementara menurut Slamat P.H seperti dikutip Nurkolis 

menjelaskan pelaksanaan MBS merupakan proses yang berlangsung 

secara terus menerus dan melibatkan semua unsur yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah,
103

 strategi yang 

ditempuh adalah sebagai berikut : 

 Mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui 

seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media masa 

 Melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya 

berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah dalam 

rangka mengubah manajemen berbasis pusat ke MBS. 

 Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan 

MBS, berdasarkan tantangan yang dihadapi. 

 Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu diperlukan untuk mencapi 

tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapan  

 Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktor nyata 

melalui analisis. 

 Memilih langkah-langkah pemecahan persoalan yakni tindakan yang 

diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi 

yang siap. 

 Membuat rencana jangka pendek, menengah, panjang  beserta 

program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. 
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 Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana 

jangka pendek MBS 

 Melakukan penentuan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil 

MBS.
104

  

 Sehubungan dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) dalam rangka desentralisasi pendidikan di Indonesia, maka 

keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

sedikitnya dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu efektivitas, efisiensi 

dan produktivitas.
105

  

Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat 

pencapai tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau 

perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana efektivitas 

pendidikan pada umumnya, berarti bagaimana Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, 

manjalin partisipasi masyarakat, mendapat dan memanfaatkan sumber 

dana, sumber daya,  dan sumber belajar (sarana dan prasarana) untuk 

mewujudkan tujuan sekolah.  

Sedangkan efisiensi yakni perbandingan antara input atau sumber 

daya dengan output. Artinya suatu kegiatan dikatakan efisien jika 

tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya 

yang minimal. Sedangkan produktivitas dalam dunia  pendidikan yakni 

keseluruhan minimal. Sedangkan produktivitas dalam dunia pendidikan 
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yakni keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di samping dilihat 

dari segi efektivitas, juga perlu dianalisi dari segi efisiensi untuk 

melihat produktivitas. 

5. Tujuan dan Alasan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) 

1).    Tujuan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya 

Pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangas dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan tidak teknologi. Manajemen 

Berbasis Sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan 

masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang 

muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu 

dan pemerataan pendidikan.
106

 

Peningkatan efisiensi, dapat diperoleh melalui keleluasaan 

mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan 

birokrasi. Sementara peningkatan mutu, dapat diperoleh melalui 

partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah 

dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, dan 

berlakunya sistem intensif dan disintensif. Sedangkan partisipasi 

masyarakat memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada 

kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian 

masyarakt tumbuh rasa kepemilikikan yang tinggi terhadap sekolah. 
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Sementara Suryosubroto menjelaskan bahwa konsep Manajemen 

Berbasis Sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas, 

efisiensi, mutu, dan peningkatan pemerataan pendidikan.
107

 Sementara 

itu bahwa tujuan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

adalah untuk kualitas pembelajaran, kualitas Kurikulum, kualitas 

sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, 

dan kualitas pelayanan secara umum. Bagi sumber daya manusia, 

peningkatan kualitas bukan hanya meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya, melainkan meningkatkan kesejahteraannya pula.
108

  

   2).  Alasan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah  

Menurut bank dunia, seperti dikutip Nurkolis terdapat beberapa 

alasan diterapkannya MBS yaitu : alasan ekonomis, politis, profesional, 

efisiensi administrasi finansial, prestasi siswa, akuntabilitas, dan 

efektivitas sekolah. 
109

 

Alasan ekonomis seperti dijelaskan Nurkolis mengutip bahwa 

manajemen total dirasakan lebih efektif, karena semakin ketingkat lokal 

keputusan diambil, semakin besar kedekatan mereka dengan para 

pelanggan. Alasan politis, Manajemen Berbasis Sekoalah sebagai 

bentuk reformasi desentralisasi yang mendorong adanya partisipasi 

demokratis kestabilan politik. Alasan profesional bahwa tenaga kerja 

sekolah harus berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat 
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keputusan pendidikan yang paling sesuai untuk sekolah terutama untk 

para siswa. 

Alasan efisiensi administrasi karena pengalokasian sumber daya 

dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Data efisiensi administrasi juga 

didapat apabila partisipan lokal membuat keputusan sendiri. Alasan 

finansial, karena MBS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan sumber 

pendanaan lokal. Alasan prestasi siswa, peningkatan prestasi belajar 

siswa terjadi apabila orang tua siswa atau  guru tetapi otoritas dari 

sekolah, maka iklim sekolah atau berubah dalam mendukung 

pencapaian prestasi siswa. Alasan akuntabilitas sekolah, akan terjadi 

apabila ada keterlibatan aktor-aktor sekolah dalam pengambilan 

keputusan dan pelaporannya. Alasan efektivitas sekolah, penerapan 

manajemen berbasis sekolah juga untuk mewujudkan sekolah efektif. 

Mereka mengeksploitasi bagaimana MBS mengarah pada peningkatan 

karakteristik kunci sekolah efektif yang meliputi kepemimpinan yang 

kuat, guru-guru yang terampil dan memiliki komitmen, meningkatkan 

fokus pada pembelajaran dan rasa tanggung jawab terhadap hasil.
110

  

Manajemen Berbasis Sekolah memiliki karakteristik yang tidak 

dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS 

merupakan wadah/kerangka, maka sekolah efektif merupakan isinya, 

yang meliputi input, proses dan output. Sekolah memiliki output yang 

diharapkan, yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan 

manajemen di sekolah, yang dilaksanakan oleh input pendidikan. 

Output pendidikan merupakan prestasi sekolah yang meliputi prestasi 

akademik (seperti Ujian Nasional, Lomba karya ilmiah, dan Cerdas 
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Cermat) maupun prestasi non akademik (misalnya akhlak, perilaku 

sosial yang baik, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang, 

kedisiplinan, toleransi, dan berbagai prestasi keterampilan). 

Kaitannya dengan karakteristik Manajemen Berbasis 

sekolah,menguraikan sekolah efektif pada umumnya memiliki 

karakteristik proses sebagai berikut:
111

 

1. Proses belajar mengajar dengan efektifitas yang tinggi; Proses 

Belajar Mengajar bukan sekedar memorisasi tetapi lebih 

menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan. Lebih 

menekankan pada learn to know, learn to do, learning to live 

together dan learn to be. 

2. Kepemimpinan sekolah yang kuat; Kepala sekolah dituntut 

memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang 

tangguh agar mampu mengambil keputusan untuk meningkatkan 

mutu sekolah. 

3. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib; Menciptakan iklim 

sekolah yang aman, nyaman, dan tertib melalui pengupayaan 

faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut. 

4. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif; Tenaga 

kependidikan yang mempunyai komitmen tinggi dan selalu mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

5. Sekolah memiliki budaya mutu; Budaya mutu harus tertanam di 

sanubari semua warga sekolah sehingga setiap perilaku selalu 

didasari oleh profesionalisme. 
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6. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan 

dinamis; Output pendidikan merupakan hasil kolektif warga 

sekolah, bukan hasil individual. 

7. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian); Sekolah harus 

memiliki sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. 

8. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan 

masyarakat; Partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan 

bagian dari kehidupan MBS. 

9. Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) 

manajemen; Ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, sebagai alat 

kontrol. 

10. Sekolah memilliki kemauan untuk berubah (psikologik dan 

fisik); Adanya peningkatan mutu sekolah. 

11. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara 

berkelanjutan; Harus ada sistem mutu yang baku untuk acuan 

perbaikan mutu sekolah, yaitu struktur organisasi, tanggung jawab, 

prosedur, proses, dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen 

mutu. 

12. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan; Sekolah 

tidak hanya mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan akan 

tetapi mampu mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi. 

13. Memiliki komunikasi yang baik; Komunikasi ini terjalin antar 

warga sekolah, dan antara sekolah dan masyarakat, sehingga 

kegiatan yang dilakukan dapat diketahui. 

14. Sekolah memiliki akuntabilitas; Bentuk pertanggungjawaban yang 

harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah 
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dilaksanakan, yang dilaporkan kepada pemerintah, orangtua siswa, 

dan masyarakat. 

15. Manajemen lingkungan hidup sekolah baik; Sekolah melakukan 

upaya-upaya untuk untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kesadaran warga sekolah tentang nilai-nilai 

lingkungan hidup. 

Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas; Menjaga 

kelangsungan hidupnya, baik dalam program maupun pendanaannya. 

F. Landasan Yuridis Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. 

  Adapun landasan Yuridis Penerapan Manajemen Berbasis 

Sekolah adalah bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dijamin 

oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 5 ayat (1) “Pengelolaan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan 

berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen 

berbasis sekolah/madrasah.”; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada Bab VII tentang 

Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya 

sasaran (3) yaitu terwujudnya manajemen pendidikan yang 

berbasis pada sekolah dan masyarakat (school community based 

management)”; 

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 

tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; dan 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah, 

yaitu manajemen berbasis sekolah.
112

 

G. Pentingnya Manajemen di Sekolah 

Pentingnya membangun Manajemen di sekolah terutama 

berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah dan 

peningkatan kinerja sekolah, dari beberapa hasil studi menunjukkan 

bahwa manajemen di sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi 

dan prestasi belajar siswa serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. 

Begitu juga, studi yang dilakukan Leslie J. Fyans, Jr. dan Martin L. 

Maehr tentang pengaruh dari lima dimensi manajemen di sekolah yaitu 

: tantangan akademik, prestasi komparatif, penghargaan terhadap 

prestasi, komunitas sekolah, dan persepsi tentang tujuan sekolah 

menunjukkan survei terhadap 16310 siswa tingkat empat, enam, 

delapan dan sepuluh dari 820 sekolah umum di Illinois, mereka lebih 

termotivasi dalam belajarnya dengan melalui manajemen di sekolah 

yang kuat. Sementara itu, studi yang dilakukan, Jerry L. Thacker and 

William D. Mc Inerney terhadap skor tes siswa sekolah dasar 

menunjukkan adanya pengaruh manajemen organisasi di sekolah 

terhadap prestasi siswa. Studi yang dilakukannya memfokuskan tentang 

new mission statement, goals based on outcomes for students, 

curriculum alignment corresponding with those goals, staff 

development, and building level decision-making. Manajemen di 

sekolah juga memiliki korelasi dengan sikap guru dalam bekerja. Studi 
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yang dilakukan Yin Cheong Cheng membuktikan bahwa “ stronger 

school cultures had better motivated teachers. In an environment with 

strong managemen ideology, shared participation, charismatic 

leadership, and intimacy, teachers experienced higher job satisfaction 

and increased productivity”. 

Upaya untuk mengembangkan manajemen di sekolah terutama 

berkenaan tugas kepala sekolah selaku leader dan manajer di sekolah. 

Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya mampu melihat lingkungan 

sekolahnya secara holistik, sehingga diperoleh kerangka kerja yang 

lebih luas guna memahami masalah-masalah yang sulit dan hubungan-

hubungan yang kompleks di sekolahnya. Melalui pendalaman 

pemahamannya tentang manajemen di sekolah, maka ia akan lebih baik 

lagi dalam memberikan penajaman tentang nilai, keyakinan dan sikap 

yang penting guna meningkatkan stabilitas dan pemeliharaan 

lingkungan sekolahnya. 

Dengan memahami konsep tentang manajemen sebagaimana 

telah diutarakan di atas, selanjutnya di bawah ini akan diuraikan 

tentang penerapan manajemen dalam konteks persekolahan. Secara 

umum, penerapan konsep manajemen di sekolah sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan penerapan konsep manajemen lainnya. Kalaupun 

terdapat perbedaan mungkin hanya terletak pada jenis nilai dominan 

yang dikembangkannya dan karakateristik dari para pendukungnya.  
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H. Penelitian yang relevan 

Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan 

sangat erat hubungannya dengan pengaruh manajemen kinerja guru 

terhadap karakter peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Sumarno (2009) dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru 

Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes ” menemukan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan pada kepemimpinan kepala sekolah 

dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

2. Mukh  Khusnaini  (2015)  dalam  tesisnya  yang  berjudul  

“Pengaruh  Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru di KKMI Tingkat Kecamatan Limpung Kabupaten 

Batang” menemukan bahwa sertifikasi guru dan motivasi kerja 

guru secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru. 

3. Moh Soleh (2015) dalam  tesisnya yang berjudul “Manajemen 

Supervisi Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Kinerja Guru di 

MAN Yogyakarta II” menunjukkan bahwa sebaiknya bagi kepala 

sekolah/madrasah bertanggung jawab dalam proses pengawasan, 

membimbing dan mengarahkan para guru sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran guru untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya. 

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti melihat bahwa materi 

yang diteliti belum secara khusus menilai Kinerja Guru yang 
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PROSES ANALISIS 

 

 

Pengaruh Supervisi Pengawas 

 Penilaian Kinerja Guru (PKG) 

Efektivitas Manajemen 

Sekolah 

JUDUL PENELITIAN 

 

ASUMSI 

Fenomena: 

Kinerja Guru 

belum optimal 

 

 

Simpulan dan saran 

yang didapat dari 

hasil penelitian 

 

Efektivitas 

Manajemen 

 Sekolah 

Supervisi Pengawas 

PKG Guru 

REKOMENDASI 
Disusun Berdasarkan 

kesimpulan dan saran 

untuk disampaikan kepada 
pihak yang 

berkepentingan 

 

Out come Analisis 

Gambar 2.3 Skema Kerangka Berfikir 

Infut Analisis Konsep dan 

teori  

 
METODE ANALISIS KUANTITATIF 

Analisis Kuantitatif digunakan untuk mengukur 

Penilaian Supervisi Pengawas dan Kinerja Guru 

(PKG)  variabel indepen  yang mempunyai pengaruh 

terhadap Efektivitas Manajemen yang dipandang 

sebagai variabel dependen. 

 

HIPOTESA 

I. Kerangngka Berpikir 

dipengaruhi oleh faktor-faktor Supervisi Pengawas dan Penilaian 

Kinerja Guru, tetapi lebih menekankan pada manajemen kepemimpinan 

kepala sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan 

mengingat faktor-faktor penentu dalam meningkatkan kinerja guru 

sebagai mesin penggerak roda organisasi sekolah dan sumber daya 

utama dalam terwujudnya pilar-pilar pendidikan, khususnya dalam 

manajemen sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Berpikir yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Komponen-komponen Input Analisis mencakup fenomena Kinerja 

Guru yang secara umum dipandang masih belum optimal pada 

beberapa Sekolah  di Kecamatan Kemiri. Asumsi terhadap fenomena 

tersebut melahirkan sebuah ide penelitian yang merujuk pada teori-teori 

penyusunan konsep operasional variabel penelitian, yaitu: Teori 

Manajemen Kinerja (mengambil salah satu unsur yaitu Evaluasi 

Kinerja atau Pengaruh Supervisi Pengawas), Teori Penilaia Kinerja 

Guru (PKG) Teori Efektivitas Manajemen 
 

2. Dari Input Analisis yang demikian itu dilakukan Proses Analisis 

dengan menggunakan Analisis Kuantitatif. Metode Analisis Kuantitatif 

digunakan untuk mengukur tingkat Pengaruh Supervisi Pengawas dan 

Penilaian Kinerja Guru (PKG); keduanya merupakan independent 

variable (variabel bebas) yang memberikan pengaruh terhadap 

dependent variable (variabel dependen) yaitu Manajemen. 
 

3. Output Analysis metode analisis data tersebut adalah pokok-pokok 

kesimpulan dan saran pada bagian sebelum akhir. 

4. Outcomes Analysis adalah rekomendasi yang disusun berdasarkan 

pokok-pokok simpulan dan saran yang didapat dari pembahasan hasil 

penelitian. 

5. Dengan kerangka berpikir yang demikian itu, maka diasumsikan bahwa 

terdapat pengaruh positif (searah) dan signifikan dalam Pengaruh 

Supervisi Pengawas dan Penilaian Kinerja Guru (PKG)  terhadap 

Manajemen Sekolah di wilayah Kecamatan Kemiri. 

J. Pengajuan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 



109 
 

109 
 

bentuk pernyataan.
113

  Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis Parsial X1 terhadap Y 

H01: Tidak ada pengaruh Supervisi Pengawas terhadap Efektivitas 

Manajemen  Sekolah 

Ha1: Ada pengaruh Supervisi Pengawas terhadap Efektivitas 

Manajemen Sekolah 

2. Hipotesis Parsial X2 terhadap Y 

H02: Tidak ada pengaruh Penilaian Kinerja Guru terhadap 

Efektivitas Manajemen  Sekolah 

Ha2: Ada pengaruh Penilaian Kinerja Guru terhadap Efektivitas 

Manajemen Sekolaha 

3. Hipotesis X1 dan X2 terhadap Y 

H03: Tidak ada pengaruh Supervisi Pengawas dan Penilaian 

Kinerja Guru terhadap Efektivitas Manajemen Sekolah 

Ha3: Ada pengaruh Supervisi Pengawas dan Penilaian Kinerja 

Guru terhadap Efektivitas Manajemen  Sekolah. 
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